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ABSTRAK 
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Identifikasi Teori, Stricht Liability Teori, dan Vicarious Liability merupakan teori 

korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain 

korporasi sebagai subjek hukum. Stricht Liability Teori adalah Teori yang 

mendukung korporasi dapat betanggungjawab ketika korporasi tersebut melakukan 

Tindak Pidana Lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh 

perorangan maupun korporasi.  

 

Teori Pemidanaan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori 

relatif, dan teori gabungan. Pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan 

kejahatan lingkungan sudah seharusnya memerhatikan teori pemidanaan secara 

relatif yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar yang terkena 

dampak dari kejahatan tersebut. Tidaklah cukup jika hanya yang diperhatikan hanya 

secara absolut saja dikarenakan kejahatan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

korporasi sangat merugikan masyarakat sekitar. 

 

Oleh karena itu, dalam skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimanakah 

pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana dumping  

dan Apakah pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana 

dumping tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban 

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan Tindak 

Pidana Dumping Limbah Medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif dengan cara menggunakan pendekatan Undang-Undang dan 

Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara  
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kualitatif, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

studi kepustakaan.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan kesimpulan bahwa pada Perkara 

Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk pertanggungjawaban yang dibebankan 

kepada korporasi yakni PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA sudah sesuai dengan 

teori stricht liability. Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 116 Jo. Pasal 104 

UUPPLH mengandung ketentuan bahwa pengurus yang menjadi otak Tindak 

Pidana dan korporasi dapat dikenakan pidana. Namun, dalam tuntutan yang 

dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sangat minim sekali yaitu 

hanya Pidana Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hal 

tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan secara relatif tidak terpenuhi. 

 

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu pemidanaan terhadap 

korporasi seharusnya Jaksa dalam mendakwa serta menuntut sudah seharusnya 

melihat kerugian yang dihasilkan dari kejahatan yang ditimbulkan. Ada faktor-

faktor penting yang harus diperhatikan seperti kesejahteraan masyarakat yang 

sesuai dengan tujuan pemidanaan secara relatif, agar Majelis Hakim dengan hati 

nuraninya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa maupun 

bagi korban dari kejahatan yang ditimbulkan oleh Korporasi. 

 

Kata Kunci : Dumping Lingkungan Hidup, Korporasi, Pertanggungjawaban 

Korporasi, Pemidanaan Korporasi



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LIABILITY ANALYSIS OF THE CRIME OF DUMPING BY THE 

TRANSPORTER MEDICAL WASTE 

(Study on Tanjung Karang District Court Decision No. 991/Pid.B/LH/2021/PN 

Tjk) 

 

 

By 

 

RIZQI WAHYU NAUFAL 

 

Identification Theory, Stricht Liability Theory, and Vicarious Liability are theories 

that corporations can be subject to criminal liability or in other words corporations 

as legal subjects. Stricht Liability Theory is a theory that supports corporations to 

be held responsible when the corporation commits an Environmental Crime. Law 

Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is a 

statutory regulation that regulates Environmental Crimes committed by individuals 

and corporations. 

Theory of Punishment is generally divided into three, namely absolute theory, 

relative theory, and combined theory. Criminalization of corporations that commit 

environmental crimes should pay attention to the relatively theory of punishment 

which aims to prosper the surrounding community who are affected by the crime. 

It is not enough to pay attention only in absolute terms because environmental 

crimes committed by corporations are very detrimental to the surrounding 

community. 

Therefore, this thesis raises the issue of how accountability is to corporations that 

commit crimes dumping and What is the punishment for corporations that commit 

criminal acts dumping is in accordance with the purpose of punishment. 

This study aims to find out how accountability for crimes committed by 

corporations and aims to find out how the punishment for corporations that commit 

crimes Dumping Medical Waste. This study uses a normative juridical research 

method by using the Act approach and the Case Approach. The legal materials used 

in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Legal 

materials were analyzed qualitatively, by studying the data obtained from 

interviews and literature studies. 
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The results of the research and discussion show the conclusion that in Case 

Decision Number 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk the responsibility is borne by the 

corporation, namely PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA is in accordance with the 

theory stricht liability. The article charged is Article 116 Jo. Article 104 of the 

UUPPLH contains a provision that administrators who are the masterminds of 

criminal acts and corporations can be subject to criminal penalties. However, 

according to the authors, the charges filed by the Public Prosecutor were minimal, 

namely only a fine of Rp. 25,000,000.- (twenty-five million rupiah). This causes the 

objective of punishment relatively unfulfilled. 

The suggestion that the author conveys in this study is that the prosecution should 

have seen the losses resulting from the crimes incurred in indicting and 

prosecuting. There are important factors that must be considered, such as the 

welfare of the community which is in accordance with the objectives of punishment 

in a relative way, so that the Panel of Judges with their conscience can give the 

fairest possible decision for the Defendant and for the victims of crimes committed 

by Corporations. 

Keywords: Corporations, Corporate Responsibility, Corporate Criminalization, 

Environmental Dumping,  
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MOTTO 

 

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu 

meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.” 

(Susi Pudjiastuti) 

 

 “Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi.” 

(Andrea Hirata) 

 

“Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi kita bisa membuatnya lengkap dengan 

selalu berterimakasih” 

(Tere Liye) 
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang dan Masalah 

Sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan dambaan bagi seluruh manusia 

dikarenakan lingkungan hidup adalah tempat yang ditinggali manusia. Oleh 

karena itu, manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan hidup yang 

ditinggalinya. Namun, di zaman sekarang yang mana zaman yang terus 

berkembang banyaknya teknologi mulai dari kesehatan, otomotif, makanan yang 

setiap harinya berkontribusi mencemari lingkungan hidup.     

 

Tidak hanya lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, 

tetapi juga kehidupan manusia mempengaruhi lingkungan hidup sehingga 

manusia harus peduli terhadap lingkungan hidupnya sendiri agar dapat terciptanya 

lingkungan hidup yang semestinya didambakan oleh seluruh manusia. Pemerintah 

Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih serta 

nyaman dan tentram yang sesuai dengan kebutuhan manusia maka Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga manusia atau dalam 

hal ini yang disebut sebagai masyarakat diwajibkan untuk menaati peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 

1 Angka 1, dinyatakan bahwa:  



2 
 

 
 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain. 

         

Tindak pidana lingkungan hidup adalah seluruh kegiatan yang langsung ataupun 

tidak langsung menimbulkan rusaknya lingkungan hidup secara masif maupun 

dalam sekala yang kecil.1 Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup agar 

dari adanya kegiatan tersebut diusahan tidak memiliki dampak yang buruk bagi 

lingkungan hidup. Salah satu tindak pidana lingkungan hidup adalah dumping. 

Pasal 1 Angka 24 menyebutkan bahwa dumping adalah kegiatan membuang, 

menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi 

tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dalam 

ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan makna tersirat dalam frasa 

“…dan/atau bahan…” yang mana yang dimaksud dalam hal ini adalah limbah. 

Limbah menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha 

dan/atau kegiatan. 

 

Kegiatan yang dapat menghasilkan limbah, salah satunya adalah kegiatan dalam 

rumah sakit. Jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (selanjutnya disebut sebagai Kepmenkes 

PKLRS) ada beberapa jenis limbah rumah sakit, antara lain terdiri atas: 

 
1 H. Joni, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 7 
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1. Limbah Padat, terdiri atas: 

a. Limbah padat medis, yang terdiri atas: 

1) Limbah infeksius  

2) Limbah patologis 

3) Limbah benda tajam  

4) Limbah Farmasi 

5) Limbah Sitotoksik 

6) Limbah Kimiawi 

7) Limbah Radioaktif  

8) Limbah Kontainer Bertekanan 

9) Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi 

b. Limbah padat non medis 

2. Limbah Gas 

3. Limbah Cair 

 

Tentang tata cara pengelolaan medis diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan mengatur ketentuan bahwa limbah B3 harus diperlakukan 

dengan khusus, mulai dari sejak terjadinya limbah, pengurangan dan pemilahan, 

penyimpanan, pengangkutan, hingga pemusnahan (penguburan dan penimbunan) 

limbah. 

 

Pengelolahan limbah medis padat sesuai PMLH 56/2015 salah satunya adalah 

dengan metode termal melalui pembakaran limbah medis padat menggunakan 

insinerator. Namun, hingga saat ini belum semua rumah sakit mampu meyediakan 

insirenator. Saat ini hanya ada 92 rumah sakit di 19 provinsi di Indonesia yang 

memiliki insinerator.2 Namun, yang memiliki izin untuk mengelolah limbah 

 
2 Dwita, Anindya dan Mohammad Amroni. 2021. “Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengangkut 

Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit” dalam Jurnal Hukum dan Etika 

Kesehatan Vol. 01 No. 01. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, hlm. 47 
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melalui insinerator hanya ada 63 rumah sakit.3  Agar limbah medis padat tetap 

dapat dikelola sesuai ketentuan, maka rumah sakit memerlukan jasa pengelolah 

limbah yang memiliki insinerator. Namun, di Indonesia jasa pengelolah limbah 

yang memiliki insinerator hanya ada 10 perusahaan yang tersebar di berbagai  

lokasi, yaitu 7 berlokasi di Pulau Jawa, 1 berlokasi di Pulau Kalimantan, 1 

berlokasi di Pulau Sumatera, dan 1 berlokasi di Pulau Sulawesi.4 

 

Sehubungan dengan itu, kondisi tersebut menjadi kendala baru bagi rumah sakit, 

di mana rumah sakit mengalami kesulitan untuk membawa limbah medis padat 

dari rumah sakit ke jasa pengolah limbah yang memiliki insenator. Pengangkutan 

limbah medis tentunya harus menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat 

khusus sebagai sarana pengangkut limbah medis yang wajib dilengkapi dengan 

izin sebagai pengangkut barang khusus yang dikeluarkan oleh kementrian terkait 

sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, mengenai izin 

sebuah jasa pengangkut limbah medis selain wajib mendapat rekomendasi untuk 

mengangkut limbah sesuai jenisnya (sebuah jasa pengangkut hanya dapat 

mengangkut limbah sesuai izin yang diperoleh), juga wajib melengkapi izin 

pengangkutan lintas udara dan/atau pelayaran, apabila limbah medis padat dibawa 

melalui udara dan atau laut.5 

 

 
3 Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Kebijakan dan Strategi 

Kementerian Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (Padang: 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, 2019) hlm. 5 
4 Askary, Muhammad. Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), (Jakarta: Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun, 2015) hlm. 7 
5 Ibid., hlm. 5 
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Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah 

memfasilitasi dengan memberikan izin kepada sejumlah jasa pengangkutan 

limbah dan pengolah limbah untuk membawa, menerima dan mengelola limbah 

medis padat milik rumah sakit. Dalam kegiatan pengelolaan ini rumah sakit wajib 

melakukan kerja sama dengan jasa pengangkut maupun jasa pengelola limbah 

medis ini yang diikat dalam Perjanjian Kerja Sama. Sehingga pihak Rumah Sakit 

sudah pasti memercayakan limbah medis tersebut kepada pihak transporter untuk 

dikelola di tempat pengelolaan limbah yang memiliki insinerator.6 

 

Sebagai gambaran, kajian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

jumlah limbah medis yang diproduksi perharinya berjumlah 294, 66 ton/hari.7 Hal 

ini tentunya masih dapat meningkat seiring peningkatan jumlah layanan kesehatan 

di Indonesia.  

 

Tingginya jumlah limbah medis yang diproduksi oleh rumah sakit dengan 

keterbatasan jumlah jasa pengangkut dan pengolah limbah medis menunjukkan 

adanya kesenjangan sehingga memaksa jasa pengangkut melakukan berbagai cara 

agar tetap dapat melayani permintaan pengangkutan limbah medis. Hal tersebut 

menyebabkan tidak jarang jasa pengangkut harus menempatkan terlebih dahulu 

limbah medis padat yang telah dibawanya di tempat penampungan sementara. Hal 

tersebut menunjukkan bahwasannya banyaknya produksi limbah medis 

perharinya namun moda transportasi pengangkut sangat berbanding terbalik 

dengan produksi limbah medis yang dihasilkan tiap harinya. Berdasarkan data dari 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga saat ini hanya terdapat 8 

 
6 Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Op.Cit., hlm. 6 
7 Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Op.Cit., hlm. 7 
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(enam) perusahaan jasa pengangkut limbah medis yang telah memiliki izin 

lengkap dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia.8  

 

Adapun bagi jasa pengangkut yang tidak beritikad baik, dapat membuang limbah 

medis di penampungan sampah umum dan ada juga yang sengaja menjual limbah 

medis seperti botol bekas infus, jarum suntik, botol kaca bekas sampel darah, 

jerigen dari sisa kemasan cairan kimia ke tukang rongsok. Bila pilihan terakhir ini 

yang dilakukan, maka jasa pengangkut limbah tersebut telah dengan sengaja 

melakukan kelalaian dalam pengelolaan limbah medis yang dapat merugikan 

banyak pihak baik rumah sakit, jasa pengolah limbah, dan masyarakat. 

 

Dumping menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:  

Kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau 

bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan 

persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.   

 

Dumping juga diatur lebih lanjut di dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup dalam 

Pasal 60 yang menyebutkan sebagai berikut 

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 

lingkungan hidup tanpa izin. 

 

Dumping diatur lebih lanjut dalam Pasal 104 yang menyebutkan sebagai berikut: 

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 

lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

 

 
8 Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Ibid., hlm. 3 
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Salah satu contoh kasus dumping adalah kasus dumping yang terdapat pada 

putusan No. 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk yang dilakukan oleh  PT. Biuteknika 

Bina Prima, perusahaan tersebut bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit di 

Sumatera Selatan yaitu Rumah Sakit At-Taqwa Gumawang dan Rumah Sakit 

Sriwijaya Palembang. Hasil dari limbah kedua rumah sakit tersebut diovertap atau 

didumping di lokasi parkir yang disewa PT. Biuteknika Bina Prima yang 

bertempat di Lampung Selatan. Tujuan dari overtap yang lainnya adalah untuk 

mempermudah mobil box engkel menuju rumah sakit yang ada di Lampung 

seperti Rumah Sakit Abdoel Muluk dan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana 

untuk mengambil limbah medis B3.  

 

Kasus dumping limbah medis atau limbah B3 (botol bekas infus, jarum suntik, 

botol kaca bekas sampel darah, jerigen dari sisa kemasan cairan kimia) yang 

terjadi di Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten 

Lampung Selatan dilakukan oleh PT. Biuteknika Bina Prima dilakukan tanpa izin. 

Hal tersebut dilakukan karena untuk memindahkan muatan limbah dari mobil box 

kecil menuju ke kendaraan besar untuk menekan biaya operasional atau untuk 

menghemat ongkos angkut penyebrangan. Melakukan dumping tanpa izin berarti 

telah melanggar Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 

Kasus ini telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan 

nomor putusan No. 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk menghasilkan putusan 

penjatuhan pidana menurut ketentuan Pasal 116 jo. Pasal 104 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 



8 
 

 
 

yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Biuteknika Bina Prima yang 

diwakilkan oleh direkturnya Ir. Amran, M.M., bin Burhan Arsyad dengan denda 

sebesar Rp25.000.000,00  

 

Dalam putusan perkara ini, penulis belum melihat tujuan pemidanaan secara 

relatif. Tujuan pemidanaan relatif yaitu tujuan untuk melindungi masyarakat 

menuju kesajehtaraan masyarakat merupakan tujuan utama daripada pembalasan 

atas kesalahan pelaku. Tujuan sanksinya adalah untuk mencegah agar orang tidak 

melakukan kejahatan sehingga bukan bertujuan untuk pemuasan tuntutan keadilan 

yang absolut.9  

 

Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap korporasi terdapat hal yang penting 

untuk dijadikan pertimbangan, yaitu kesejahteraan terhadap masyarakat yang 

terkena dampak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Adapun Friedmann 

mengemukakan penjatuhan pidana terhadap korporasi memiliki tujuan untuk 

mengurangi perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha bisnis yang berdampak 

pada masyarakat. Sehingga penuntutan delik ekonomi terhadap korporasi bukan 

satu satunya yang bersifat absolut, tetapi juga dalam hal delik yang menyangkut 

kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan (makanan, minuman, obat-

obatan), dan juga dalam bidang lingkungan hidup.10 Tujuan pemidanaan korporasi 

menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integrasif, salah satunya adalah 

yang mencakup tujuan pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat yang secara 

sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk 

 
9 Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), 

hlm. 14 
10  Muladi, dan Dwidja Prayitno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana, 

2010) hlm. 148  
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mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya 

pengulangan tindak pidana.11 

 

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi mengutarakan pendapat bahwa pidana 

yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah sebagai berikut:12 

a) Pidana yang berupa denda 

b) Pengumuman putusan pengadilan yang merupakan pidana tambahan 

c) Sanksi perdata (ganti kerugian). 

d) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif 

berupa pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau 

dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan 

perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib 

 

Putusan tersebut juga belum memberikan pidana tambahan terhadap korporasi 

dengan berupa penutupan seluruhnya atau sebagaian perusahaan sesuai dengan 

pendapat dari Muladi dan Dwidja Priyatno. Muladi dan Dwidja Priyatno 

berpendapat, sebaiknya penerapan doktrin stricht liabilty hanya diberlakukan 

terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang bersifat ringan, seperti pelanggaran 

lalu lintas.13 Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta 

peranggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap 

kepentingan umum, seperti kesehatan, lingkungan hidup.14 

 

Putusan dengan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk sudah menerapkan teori dari 

asas stricht liablity. Asas stricht liability membebankan pertanggungjawaban 

kepada pihak lain atau dengan kata lain pertanggungjawaban pidana yang 

 
11Ibid., hlm. 153-154 
12Ibid., hlm. 162 
13Ibid., hlm. 121 
14Muladi dan Dwidja Prayitno, Ibid., hlm. 121 
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dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.15 Yang dimaksud pihak 

lain di sini adalah korporasi yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang 

dilakukan oleh seorang pekerjanya. Namun, yang menjadi permasalahan dalam 

putusan tersebut adalah kurangnya hukuman pidana terhadap korporasi seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan pengkajian secara lebih dalam terhadap pertanggungjawaban 

hukum oleh jasa pengangkut (transporter) atau korporasi dalam pengelolaan 

limbah medis atau limbah B3. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Terhadap 

Tindak Pidana Dumping Oleh Korporasi Transporter Limbah Medis”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana 

dumping oleh korporasi transporter limbah medis pada Putusan Nomor 

991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk? 

2) Apakah pemidanaan terhadap tindak pidana dumping oleh korporasi 

transporter limbah medis pada Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk 

sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

 

 
15Ibid., hlm. 113  
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dalam lingkup hukum pidana materil yang mengkaji 

apakah ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan sudah tercapai atau 

belum dalam putusan pidana yang sedang dikaji. Ruang lingkup lokasi penelitian 

dilaksanakan di daerah Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2022. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak 

pidana dumping oleh korporasi transporter limbah medis pada Putusan 

Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk.  

b) Untuk mengetahui apakah sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana 

dumping oleh korporasi transporter limbah medis pada Putusan Nomor 

991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua, 

antara lain: 

a) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran 

pertanggungjawaban pidana korporasi ketika melakukan sebuah tindak pidana 
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lingkungan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang 

menulis penelitian serupa dengan penelitian ini. 

b) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjawab persoalan-

persoalan dalam penyelesaian dan penanganan tindak pidana lingkungan 

hidup yang dilakukan oleh korporasi. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanakan penelitian ilmiah, khususnya 

dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar 

untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, 

sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. 

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

1) Teori Pemidanaan 

Adapun teori tujuan pemidanaan sebagai berikut: 

a) Teori pembalasan atau teori absolut 

Kent dan Hegel memperkenalkan Teori ini yang memberikan pengertian dan 

penjelasan orang yang telah melakukan sebuah kejahatan tindak pidana dapat 

dijatuhkan pidana karena perbuatannya. Teori ini tidak memikirkan tentang 

adanya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana sehingga hanya berfokus pada 
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penjatuhan pidana atau nestapa saja. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana 

adalah revegen atau pembalasan. 

 

b) Teori tujuan atau teori relatif 

Penegakkan tata tertib dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat adalah tujuan 

dari teori relatif. Muladi berpendapat teori ini memiliki tujuan untuk melindungi 

masyarakat dari pada penghukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak 

pidana.16 

 

c) Teori gabungan/modern (vereningings theorien) 

Teori modern adalah teori yang tidak hanya berfokus terhadap pembalasan dalam 

hukum pidana. Unsur pencegahan dan unsur memperbaiki pelaku tindak pidana 

adalah salah satu unsur yang terkandung dalam teori ini.  

 

2) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

a. Doktrin dalam pertanggungjawaban pidana korporasi 

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat tiga doktirn antara lain: 

a) Doktrin Identification Theory 

Muladi dalam bukunya mengemukakan Identification Theory yaitu dengan 

adanya teori ini badan hukum atau perusahaan dapat melakukan tindak pidana. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh orang-

orang yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan atau badan hukum.17 

Korporasi dapat memiliki kesalahan dari pejabat senior (Senior Officer).18 

 

 
16 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 14 
17 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 233 
18 Ibid., 
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b) Doktrin Stricht Liability 

Unsur kesalahan atau unsur Mens rea dapat dikesampingkan melalui Teori Stricht 

Liability. Pengesampingan terhadap unsur kesalahan tersebut dikarenakan doktrin 

ini memandang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana cukup dibuktikan 

dengan pelaku tindak pidana telah melakukan sebuah actus reus atau perbuatan 

yang dilarang. Penerapan doktrin Stricht Liability sebaiknya diterapkan dalam 

pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas menurut Muladi dan Dwidja 

Priyatno.19 Sedangkan seperti tindak pidana dalam kesehatan dan lingkungan 

hidup dapat diterapkannya teori ini apabila melakukan tindak pidana adalah 

korporasi atau badan hukum.20 

 

c) Doktrin Vicarious Liability 

Vicarious Liability adalah doktrin yang membebankan pertanggungjawaban 

pidana kepada pihak lain atas perbuatan orang lain.21 Pertanggungjawaban pidana 

dapat dikenakan kepada seseorang walaupun tidak melakukan sebuah tindak 

pidana. Teori ini ada persamaan dengan teori Stricht Liability yaitu sebuah 

pertanggungjawaban pidana tidak harus adanya unsur mens rea. Perbedaan dari 

teori Stricht Liability adalah apabila teori tersebut masih membebankan 

pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya sedangankan untuk teori Vicarious 

Liability tidak langsung membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelakunya. 

 

 

 
19Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid., hlm. 121 
20Ibid., 
21 Ibid., hlm. 113  
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b. Pemidanaan korporasi 

Pemidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjamin korporasi tidak akan 

mengulangi perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan 

sehingga diperlukannya pemidanaan terhadap korporasi. Tujuan pemidanaan 

preventif maupun represif merupakan dasar dari pemidanaan dan penjatuhan 

tuntutan terhadap badan hukum atau korporasi. Tujuan pemidanaan tersebut 

haruslah bersifat integrasif, yaitu:22 

a) Pencegahan dalam tujuan pemidanaan (umum dan khusus) 

Korporasi dipidana agar korporasi tidak mengulangi melakukan delik yang 

telah dilakukan sebelumnya dan korporasi yang lainnya dapat tercegah untuk 

melakukan tindak pidana yang memiliki tujuan mengayomi masyarakat.  

b) Perlindungan masyarakat merupakan tujuan pemidanaan 

Agar terlindunginya masyarakat dari kejahatan maka pengadilan memiliki 

kebijaksanaan dengan pemidaaan adalah perlindungan masyarakat 

dikarenakan perlindungan masyarakat bukan termasuk pencegahan sehingga 

dapat dikatakan tidak mampunya korporasi untuk melakukan tujuan ini. 

Apabila dikaitkan dengan korporasi maka korporasi tidak mampu lagi untuk 

melakukan suatu tindak pidana.  

c) Melahirkan solidaritas merupakan tujuan pidana 

Kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara 

merupakan cakupan dari tujuan pidana ini. Solidaritas dapat dipelihara 

apabila korporasi dipidana untuk memberikan kompensasi kepada korban 

kejahatan, kompensasi tersebut diambil dari kekayaan korporasi. 

d) Pengimbalan dan pengimbangan merupakan tujuan pemidanaan 

Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang seharusnya ada dalam 

pertanggungjawaban pidana agar terciptanya kesebandingan antara 

pertanggungjawaban individual dan pidana dari pelaku tindak pidana. 

Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana harus dipulihkan dan 

disesuaikan kembali oleh pelaku tindak pidana, namun hal ini bukan berarti 

pertanggungjawaban pidana melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh 

terdakwa. 

 

 

 

 

 

 

 
22 Muladi dan Dwidja Prayitno, Ibid., hlm. 153-154 
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2. Konseptual 

Kelrangka yang me lnggambarkan konselp-konselp yang telrkadung kumpulan dari 

arti-arti delngan istilah-istilah yang akan dite lliti adalah kelrangka konse lptual.23 

Adapun pelngelrtian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang te lrdapat dalam 

pelnulisan skripsi ini adalah: 

a. Pelristiwa yang me lmiliki karangan, pelrbuatan, dsb. Dapat dilakukan 

pelnyellidikan untuk me lngeltahui pelristiwa yang se lbelnarnya yaitu apa se lbab 

musababnya hal ini lah yang dinamakan Analisis. 

b. Tindak pidana adalah pelrbuatan yang mellanggar pelraturan telrtelntu yang 

diancam delngan pidana. Simons belrpelndapat tindak pidana adalah salah dan 

mellawan hukum, diancam delngan pidana dan orang yang mellakukan mampu 

belrtanggung jawab.24 Untuk adanya pelrbuatan pidana harus ada unsur-unsur 

selbagai belrikut:25 

1) Pelrbuatan (manusia ataupun badan hukum); 

2) Rumusan dalam Undang-Undang telrpelnuhi (ini melrupakan syarat 

formil); 

3) Pellaku mampu belrtanggung jawab; 

4) Selbuah pelrbuatan melmiliki sifat me llawan hukum (ini me lrupakan syarat 

matelriil). 

 

Pasal 1 Ayat (1) KUHP me lngatur telntang adanya asas lelgalitas se lhingga 

syarat formil harus te lrpelnuhi dan juga syarat mate lril harus telrpelnuhi karelna 

tidak bolelh dilakukannya se lbuah pelrbuatan yang tak patut untuk dilakukan.  

 

 
23 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, 2009), hlm. 

22 
24 E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHM-PTHM, 

Jakarta, 1992), hlm. 187 
25 Ibid., hlm. 205 
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c. Tindak pidana lingkungan hidup di antara lain:26 

1) Lingkungan hidup yang telrcelmar; 

2) Tindakan melrusak lingkungan hidup, dan  

3) Pellanggaran te lrhadap keltelntuan Undang-Undang yang belrlaku yang 

telrcakup dalam pelrbuatan lain. 

 

d. Para ahli pidana dan kriminologi biasanya me lnggunakan istilah korporasi 

untuk melnyelbut badan hukum (relchtpelrsoon). Pelrmulaan konselp dari badan 

hukum belrasal dari hukum pe lrdata yang belrkelmbang di masyarakat. Hukum 

pidana di Indonelsia melnyelbutkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang 

telrorganisasi dari ke lkayaan dan atau orang yang melmiliki ruang lingkup 

dalam badan hukum.27 

e. Limbah me ldis melrupakan salah satu bagian dari Limbah B3 yang me lnurut 

Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang 

Pelrlindungan dan Pelngellolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah se lbagai 

belrikut: 

Bahan Belrbahaya dan Belracun yang sellanjutnya disingkat B3 adalah 

zat, elnelrgi, dan/atau komponeln lain yang karelna sifat, konselntrasi, 

dan/atau jumlahnya, baik selcara langsung maupun tidak langsung, 

dapat melncelmarkan dan/atau melrusak lingkungan hidup, dan/atau 

melmbahayakan lingkungan hidup, kelselhatan, kellangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lain. 

 

f. Dumping melnurut Pasal 1 Angka 24 me lnyelbutkan bahwa dumping adalah 

kelgiatan melmbuang, melnelmpatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, 

konselntrasi, waktu, dan lokasi telrtelntu delngan pelrsyaratan telrtelntu kel meldia 

lingkungan hidup telrtelntu. 

 
26 Kristian, Op.Cit., hlm. 3 
27 H. Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi 

dalam Hukum Pidana, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 17 
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g. Transportelr limbah B3 me ldis Pelngangkut Limbah B3 meldis melrupakan 

pelrusahaan yang melmiliki izin khusus dalam mellakukan kelgiatan 

pelmindahan limbah B3 meldis dari suatu lokasi pelngellolaan kel lokasi 

pelngellolaan lainnya.28  

h. Pelngadilan Nelgelri adalah badan atau instansi re lsmi yang mellaksanakan 

sistelm pelradilan belrupa melmelriksa, melngadili, dan melmutus pelrkara yang 

belrkeldudukan di Ibukota se lbuah kabupateln maupun kota.29 

i. Keljaksaan me lnurut Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 11 Tahun 

2021 pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 te lntang 

Keljaksaan Relpublik Indonelsia, keljaksaan selbagai salah satu le lmbaga 

pelnelgak hukum dituntut untuk le lbih belrpelran dalam me lnelgakkan suprelmasi 

hukum, pelrlindungan kelpelntingan umum, pelnelgakan hak asasi manusia, selrta 

pelmbelrantasan korupsi, kolusi, dan nelpotisme l (KKN).30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 DAS, “Jasa Pengangkutan Limbah B3”, https://das-b3.com/layanan/view/2 (diakses pada 20 

Mei 2022, Pukul 02.04) 
29PN Martapura, “Sejarah Pengadilan Negeri Martapura”, https://www.pn-

martapura.go.id/index.php/component/content/article/2-features/171-sejarah-

lembaga2?Itemid=101, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 
30Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksaan”, 

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 

https://das-b3.com/layanan/view/2
https://www.pn-martapura.go.id/index.php/component/content/article/2-features/171-sejarah-lembaga2?Itemid=101
https://www.pn-martapura.go.id/index.php/component/content/article/2-features/171-sejarah-lembaga2?Itemid=101
https://www.pn-martapura.go.id/index.php/component/content/article/2-features/171-sejarah-lembaga2?Itemid=101
https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk me lmudahkan pelmahaman te lrhadap 

isinya. Selcara telrpelrinci sistelmatika pelnulisan skripsi ini adalah selbagai belrikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini belrisi pelndahuluan pelnyusunan skripsi yang te lrdiri dari Latar Be llakang, 

Pelrmasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Ke lgunaan Pelnellitian, Kelrangka 

Teloritis dan Konselptual selrta Sistelmatika Pelnulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini belrisi tinjauan pustaka dari be lrbagai konselp atau kajian yang belrhubungan 

delngan pelnyusunan skripsi dan diambil dari be lrbagai relfelrelnsi atau bahan pustaka 

telrdiri dari konse lp Istilah Pelrtanggungjawaban Pidana, Istilah Tujuan 

Pelmidanaan, Pe lmidanaan Korporasi, Seljarah Pelrtanggungjawaban Pidana 

Korporasi, Telori Pe lrtanggungjawaban Pidana Korporasi, dan Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup 

III. METODE PENELITIAN 

Belrisi meltodel yang digunakan dalam pe lnellitian, te lrdiri dari Jelnis Pelnellitian, 

Pelndelkatan Masalah, Sumbe lr Data, Pelnelntuan Narasumbelr, Proseldur 

Pelngumpulan dan Pelngolahan Data selrta Analisis Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Belrisi delskripsi belrupa pelnyajian dan pe lmbahasan data yang te llah didapat 

pelnellitian, telrdiri dari delskripsi dan analisis me lngelnai Pelrtanggungjawaban 

Pidana Korporasi Telrhadap Transportelr Limbah Meldis yang Me llakukan 

Dumping. 

V. PENUTUP 
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Belrisi kelsimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pe lmbahasan 

pelnellitian selrta belrbagai saran selsuai delngan pelrmasalahan yang ditujukan ke lpada 

pihak-pihak yang telrkait delngan pelnellitian. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Istilah Pemidanaan 

Pemidalnalaln merupalkaln beralsall dalri kaltal pidalnal. Prof. Soedalrto menjela lskaln 

balhwalsalnnyal pidalnal merupalkaln penghukuma ln altalu nestalpal yalng diberika ln 

kepaldal oralng ma lupun baldaln hukum yalng melalkukaln sebualh pelalnggalraln 

terhaldalp ketentualn undalng-undalng hukum pida lnal.31 Sedalngkaln, menurut Valn 

Bemmelen alrti dalri Pidalnal yalng dikalitkaln dengaln hukum positif paldal salalt ini 

aldallalh kekualsalaln negalral yalng berwenalng menjaltuhkaln pidalnal altals nalmal Negalra l 

berupal penderitalaln yalng khusus, penjaltuhaln pidalnal tersebut dilalkukaln sebalgali 

pertalnggungjalwalbaln daln ketertibaln hukum balgi seseoralng pelalnggalr yalng telalh 

melalnggalr sualtu peralturaln hukum sehinggal halrus ditegalkkaln oleh Negalral

32. Oleh 

kalrenal itu, wujud dalri pidalnal aldallalh nestalpal yalng diberikaln oleh negalral kepalda l 

pelalnggalr hukum yalng dalpalt diberikaln imballalnnyal yalitu hukumaln altalu pidalnal. 

 

Semalntalral pemidalnalaln merupalkaln sualtu ralngkalialn dallalm penjaltuhaln pidalnal. 

Pemidalnalaln juga l bisal disebut sebalgali pemberialn pidalnal. Soedalrto jugal 

berpendalpalt balhwal dalsalr hukum merupalkaln kaltal dalsalr dalri penghukuma ln, oleh 

 
31 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 110 
32 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitenser Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984). Hlm 47 
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kalrenal itu dalpalt dialrtikaln peristiwal hukum dalpalt ditetalpkaln dallalm hukum pidalna l 

yalng memiliki a lrti pemidalnalaln merupalkaln pemberialn altalu penjaltuhaln pidalnal 

oleh halkim yalng memiliki alrti yalng salmal dengaln sentence altalu veroordeling.33 

 

Pemidalnalaln aldallalh pemberialn pidalnal altalu penjaltuhaln pidalnal menurut pendalpalt 

dalri Alndi Halmzalh yalng memiliki dual alrti sebalgali berikut:34 

a) Tidalk halnyal menetalpkaln stelsel salnksi hukum pidalnal tetalpi jugal membentuk 

undalng-undalng, yalitu dallalm alrti umum; 

b) Pelalksalnalaln stelsel sa lnksi hukum pida lnal aldallalh baldaln yalng mengusung 

stelsel salnksi pida lnal,  yalitu dallalm alrti konkrit. 

 

Ciri-ciri pidalnal jugal disebutkaln oleh Ridwaln Zalchrie daln Wijalyalnto yalitu sebalgali 

berikut:35 

a) Pengenalaln altalu nestalpal altalu alkibalt lalin yalng tidalk dikehendalki oleh 

pelalnggalr aldallalh halkekalt pidalnal; 

b) Pidalnal diberikaln oleh oralng altalu baldaln yalng mempunyali kekusalaln kepalda l 

pelalnggalr, daln 

c) Pidalnal dikenalkaln paldal seseoralng yalng telalh melalkukaln tindalk pidalna l 

menurut undalng-undalng. 

 

2. Tujuan Pemidanaan 

Dallalm tujualn pemida lnalaln terdalpalt teori. Yalng melalndalsi aldalnyal teori dallalm hall 

ini aldallalh algalr menjalwalb persoallaln-persoallaln mengalpal sualtu keja lhaltaln 

dikenalkaln sualtu pidalnal. Aldalpun teori-teori pemidalnalaln tersebut aldallalh sebalgali 

berikut: 

 

 

 
33 Soedarto, Op.Cit, hal. 71 
34 Andi Hamzah dan S. Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, 

(Jakarta: Akademika Pressindo Kencana. 1983), hal. 87 
35 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 2009), hlm, 840 
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a. Teori pemballalsaln altalu teori albsolut 

Kent daln Hegel memperkenallkaln Teori ini yalng memberikaln pengertialn daln 

penjelalsaln oralng yalng telalh melalkukaln sebualh kejalhaltaln tindalk pidalnal dalpalt 

dijaltuhkaln pidalnal kalrenal perbualtalnnyal. Teori ini tidalk memikirkaln tentalng 

aldalnyal rehalbilitalsi terhaldalp pelalku tindalk pidalnal sehinggal halnyal berfokus palda l 

penjaltuhaln pidalnal altalu nestalpal saljal. Oleh kalrenal itu, menurut teori ini pidalna l 

aldallalh revegen altalu pemballalsaln. Sebalgalimalnal yalng dinyaltalkaln Mulaldi balhwa l 

teori albsolut memalndalng terjaldinyal kejalhaltaln merupalkaln orientalsi utalmal dallalm 

pemidalnalaln terhaldalp kesallalhaln yalng telalh dilalkukaln. Salnksi dallalm teori ini 

mengedalpalnkaln pemballalsaln terhaldalp oralng yalng telalh melalkukaln kejalhaltaln 

yalng bertujualn untuk memualskaln tuntutaln kealdilaln.36 

Pemidalnalaln memiliki beberalpal tujualn. Tujualn dalri pemidalnalaln tersebut, yalitu: 

a) Tujualn pidalnal aldallalh semaltal-maltal untuk pemballalsaln; 

b) Tujualn utalmal nyal aldallalh pemballalsaln sehinggal tidalk memperhaltikaln tujualn 

lalin seperti untuk keseja lhteralaln malsyalralkalt; 

c) Syalralt untuk aldalnyal pidalnal cukup paldal aldalnyal kesallalhaln; 

d) Pidalnal yalng dijaltuhkaln halrus disesualikaln dengaln kesallalhaln. 

 

b. Teori tujualn altalu teori relaltif 

Penegalkkaln taltal tertib daln kesejalhteralaln sosiall dallalm malsyalralkalt aldallalh tujualn 

dalri teori relaltif. Mula ldi berpendalpalt teori ini memiliki tujualn untuk melindungi 

malsyalralkalt dalri paldal penghukumaln altalu pemballalsaln terhaldalp pelalku tindalk 

pidalnal.37 

 

Dual alspek tujua ln yalng dibalgi oleh Balrdal Nalwalwi Alrief menurut pa lndalng 

tersebut, yalitu:38 

 
36 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11. 
37 Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), 

hlm. 14 
38 Ibid, hlm. 94 
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a) Memulihkaln keseimbalngaln malsyalralkalt daln menguralngi tindalk pida lnal sertal 

mengendallikaln tindalk pidalnal merupalkaln alspek perlindungaln malsyalralkalt; 

b) Memalsyalralkaltkaln kemballi daln merehalbilitalsi pelalku tindalk pida lnal algalr 

pelalku dalpalt talalt kepaldal hukum merupalkaln alspek perlindungaln terhaldalp 

individu, alspek ini juga l sering disebut jugal dengaln alspek individua llisalsi 

pidalnal. 

 

Teori albsolut memiliki tujua ln yalng salngalt berbedal dalri teori relaltif yalitu: 

 

a) Pencegalhaln (prevention); 

b) Kesejalhteralaln malnusial merupalkaln tujualn yalng lebih tinggi dalri palda l 

pencegalhaln, daln 

c) Allalt untuk pencegalhaln merupalkaln dalsalr tujualn pidalnal. 

 

Kedual tujualn pemida lnalaln dalri kedual teori tersebut sa lmal salmal memiliki 

pemberialn salnksi pida lnal terhaldalp pelalnggalr hukumnyal, nalmun yalng 

membedalkalnnyal aldallalh jikal teori pemidalnalaln albsolut itu tidalk memperhaltikaln 

tujualn lalin selalin melalkukaln pemballalsaln (revenge) terhaldalp pelalku tindalk pidalna l 

nyal yalng malnal hall ini berbedal dengaln teori tujualn pemidalnalaln altalu teori rela ltif 

yalitu yalng memiliki tujua ln untuk dalpalt melindungi keseja lhteralaln dalri 

malsyalralkalt. Aldalpun tujualn dalri kedual teori tersebut tidalk halnyal sebalgali 

memberikaln penghukumaln terhaldalp pelalku tindalk pidalnal, tetalpi jikal berfikir 

lebih luals terhaldalp pemidalnalaln yalitu dalpalt sebalgali obalt penyembuh balgi pelalku 

kejalhaltaln algalr tidalk mengulalngi lalgi kejalhaltaln yalng diperbualt di kemudialn halri. 

 

c. Teori galbungaln/modern (vereningings theorien) 

Selalin dalri paldal teori albsolut daln teori rela ltif di altals, yalitu aldalnyal teori modern 

yalng tidalk halnyal memerhaltikaln pemballalsaln dallalm hukum pidalnal. Alkaln teta lpi di 

sisi lalin, mengalkui pulal unsur pencegalhaln daln unsur memperbaliki penja lhalt yalng 
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melekalt paldal tialp pidalnal. Valn Halmmel, Prins, da ln Valn List memperkena llkaln 

teori tersebut dengaln pemikiraln sebalgali berikut:39 

a) Memberalntals kejalhaltaln aldallalh tujualn terpenting dalri pidalnal; 

b) Halsil studi a lntropologi daln sosioloogis a ldallalh hall yalng halrus diperhaltikaln 

dallalm ilmu hukum pida lnal daln perundalng-undalngaln, daln 

c) Dikalrenalkaln pidalnal bukaln saltu-saltunyal upalyal yalng dalpalt dilalkukaln untuk 

memberalntals kejalhaltaln malkal pidalnal tidalk digunalkaln sendiri daln halrus 

dikombinalsika ln dengaln upalyal sosiall terhaldalp malsyalralkalt. 

 

Teori modern dallalm melalkukaln pemidalnalaln tidalk halnyal memberikaln penderita laln 

jalsmalni tetalpi juga l halrus memperhaltikaln psikologi da lri pelalku tindalk pidalnal, 

yalng dimalksud dengaln psikologi dalri pelalku tindalk pidalnal aldallalh negalral sebalgali 

pemberi pidalnal memikirkaln balgalimalnal algalr pelalku tindalk pidalnal tersebut dalpalt 

memperbaliki dirinya l sehinggal jikal melalkukaln pemidalnalaln halrus dibalrengi 

dengaln aldalnyal pendidikaln yalng diberikaln. 

 

3. Pemidanaan Korporasi 

Pemidalnalaln dallalm korporalsi tidalk halnyal mementingkaln malsallalh yalng bersifalt 

finalnsiall, nalmun jugal memiliki tujualn yalng lebih dalri paldal itu. Dallalm melalkukaln 

pemidalnalaln terhaldalp korporalsi halrus memperhaltikaln lingkungaln di sekita lr 

korporalsi yalng dijaltuhkaln pidalnal tersebut kalrenal penjaltuhaln pemidalaln terhaldalp 

korporalsi mempunyali dalmpalk yalng salngalt luals. Dallalm hall ini yalng menderital 

tidalk halnyal korporalsinyal saljal nalmun jugal berimbals kepaldal buruh sertal pekerja l 

malupun pemegalng salhalm yalng tidalk memiliki kesa llalhaln. Malkal untuk 

 
39 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses 

Pidana, (Yogayakarta: Liberty), hlm, 47 
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memperkecil dalmpalk yalng alkaln diderital oleh buruh sertal pekerjal malupun 

pemegalng salhalm hendalknyal untuk mengalsuralnsikalnnyal.40 

 

Penjaltuhaln pida lnal terhaldalp korporalsi memiliki tujua ln yalng dalmpalknyal tidalk 

halnyal mencalkup finalncia ll impalcts, tetalpi jugal mempunyali non finalncia ll impa lcts. 

Aldalpun Friedma lnn mengemukalkaln penjaltuhaln pidalnal terhaldalp korporalsi 

memiliki tujualn untuk melindungi (walrgal) malsyalralkalt terhaldalp kemungkinaln 

perbualtaln yalng merugikaln dalri usalhal-usalhal perdalgalngaln altalu perindustrialn. 

Sehinggal penuntutaln terhaldalp korporalsi tidalk halnyal dallalm hall delik ekonomi, 

tetalpi jugal dallalm hall delik yalng menyalngkut kesejalhteralaln malsyalralkalt dallalm 

bidalng kesehaltaln (malkalnaln, minumaln, obalt-obaltaln), daln jugal dallalm bidalng 

lingkungaln hidup. 

 

Dalsalr pertimbalngaln pemidalnalaln korporalsi yalng dikemukalkaln oleh Tim Pengkalji 

Bidalng Hukum Pida lnal Baldaln Pembinalaln Hukum Nalsionall aldallalh represi 

terhaldalp delik-delik yalng dilalkukaln oleh altalu dengaln korporalsi tidalk dicalpali jikal 

halnyal memidalnal pengurus korporalsi saljal dikalrenalkaln kerugialn yalng ditimbulka ln 

salngalt besalr dallalm malsyalralkalt altalu keuntunga ln yalng diterimal korporalsi cukup 

besalr.41 

 

Oleh kalrenal itu, pemidalnalaln terhaldalp pengurus korporalsi tidalk menjalmin 

korporalsi tidalk alkaln mengulalngi perbualtaln tindalk pidalnal altalu perbualtaln yalng 

dilalralng oleh peralturaln sehinggal diperlukalnnyal pemidalnalaln terhaldalp korporalsi. 

 
40 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 148 
41 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum 

Pidana Tahun 1980/1981, (Jakarta: BPHN, 1985), hlm, 36 
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Tujualn pemidalnalaln preventif malupun represif merupalkaln dalsalr dalri pemidalnalaln 

daln penjaltuhaln tuntutaln terhaldalp baldaln hukum altalu korporalsi. Tujualn 

pemidalnalaln tersebut halruslalh bersifalt integralsif, yalitu:42 

a) Pencegalhaln dallalm tujualn pemidalnalaln (umum daln khusus) 

Korporalsi dipidalnal algalr korporalsi tidalk mengulalngi melalkukaln delik yalng 

telalh dilalkukaln sebelumnyal daln korporalsi yalng lalinnyal dalpalt tercegalh untuk 

melalkukaln tindalk pidalnal yalng memiliki tujualn mengalyomi malsyalralkalt.  

b) Perlindungaln malsyalralkalt merupalkaln tujualn pemidalnalaln 

Algalr terlindunginyal malsyalralkalt dalri kejalhaltaln malkal pengaldilaln memiliki 

kebijalksalnalaln dengaln pemidalalaln aldallalh perlindungaln malsyalralkalt 

dikalrenalkaln perlindungaln malsyalralkalt bukaln termalsuk pencegalhaln sehingga l 

dalpalt dikaltalkaln tidalk malmpunyal korporalsi untuk melalkukaln tujualn ini. 

Alpalbilal dikalitkaln dengaln korporalsi malkal korporalsi tidalk malmpu lalgi untuk 

melalkukaln sualtu tindalk pidalnal.  

c) Melalhirkaln solidalritals merupalkaln tujualn pidalnal 

Kompensalsi terhaldalp korbaln tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh negalra l 

merupalkaln calkupaln dalri tujualn pidalnal ini. Solidalritals dalpalt dipelihalral 

alpalbilal korporalsi dipidalnal untuk memberikaln kompensalsi kepaldal korbaln 

kejalhaltaln, kompensalsi tersebut dialmbil dalri kekalyalaln korporalsi. 

d) Pengimballaln daln pengimbalngaln merupalkaln tujualn pemidalnalaln 

Perlu diperhaltikalnnyal falktor-falktor yalng sehalrusnyal aldal dallalm 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal algalr terciptalnyal kesebalndingaln alntalral 

pertalnggungjalwalbaln individuall daln pidalnal dalri pelalku tindalk pidalnal. 

Penderitalaln yalng diallalmi oleh korbaln tindalk pidalnal halrus dipulihkaln daln 

disesualikaln kemballi oleh pelalku tindalk pidalnal, nalmun hall ini bukaln beralrti 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal melebihi dalri kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh 

terdalkwal. 

 

Pemidalnalaln terhaldalp korporalsi halrus selalrals dengaln tujualn pemidalnalaln yalng 

dallalm fungsinyal sebalgali salralnal pencegalhaln (umum daln khusus), perlindunga ln 

malsyalralkalt, memeliha lral solidalritals malsyalralkalt daln pengimballaln.43 

 

 

 

 

 
42 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 153-154 
43 Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid., hlm. 155 
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4. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Korporalsi beralsall dalri Inggris corpora ltion, Belalndal corpora ltie, Jermaln 

korpora ltion. Pekerjalaln membaldalnkaln altalu baldaln yalng dijaldikaln oralng, 

perbualtaln malnusial sebalgali lalwaln terhaldalp baldaln malnusial yalng terjaldinya l 

menurut allalm aldallalh baldaln.44 

 

Talhalp altalu proses korporalsi menjaldi subjek hukum pidalnal yalitu alntalral lalin 

sebalgali berikut; 

a. Talhalp pertalmal 

Delik korporalsi paldal talhalp ini aldallalh dibaltalsi sifalt-sifalt delik yalng dilalkukaln palda l 

peroralngaln (nalturlijk persoon). Sehinggal menurut talhalp ini pengurus korporalsi 

yalng dikenalkaln pida lnal alpalbilal aldalnyal tindalk pidalnal di lingkungaln korporalsi. 

Pengurus dallalm ta lhalp ini mempunyali tugals mengurus (zorgplicht).45 Alsals 

universita ls delinquere non potest malsih salngalt mempengalruhi talhalp ini ya lng 

alrtinyal korporalsi tida lk dalpalt dipidalnal.  

 

b. Talhalp kedual 

Perumusaln Undalng-Undalng salalt talhalp ini aldallalh memiliki ketentualn balhwal sualtu 

tindalk pidalnal dalpalt dilalkukaln oleh korporalsi (baldaln hukum) salalt setelalh peralng 

dunial pertalmal. Talnggung jalwalb pidalnal yalng sebelumnyal halnyal dibebalnkaln 

kepaldal pengurus nalmun dallalm talhalp ini secalral perlalhaln pertalnggungjalwalbaln 

 
44 Soetan K. Malikoel Adil, Pembaruan Hukum Perdata Kita, (Jakarta: PT Pembangunan, 1955), 

hlm, 83 
45 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 53 
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pidalnal berallih kepaldal merekal yalng memerintalhkaln.46 Oleh kalrenal itu, paldal talhalp 

ini pertalnggungjalwalbaln pidalnal korporalsi yalng secalral lalngsung belum muncul. 

 

c. Talhalp ketigal 

Setelalh peralng dunia l kedual, aldalnyal permulalaln aldalnyal talnggung jalwalb pidalnal 

yalng secalral lalngsung dalri korporalsi. Sebualh tindalk pidalnal yalng berdalmpalk 

secalral besalr merugikaln malsyalralkalt yalng dilalkukaln oleh korporalsi tidalk seimba lng 

alpalbilal pidalnal dijaltuhkaln kepaldal pengurus korporalsi saljal. Jenis daln beraltnyal 

pidalnal halrus sesuali dengaln kerugialn yalng ditimbulka ln. 

 

Pertalnggungjalwalbaln pidalnal korpalsi memiliki model sebalgali berikut:47 

a) Pertalnggungjalwalbaln kepaldal pengurus alpalbilal sebalgali pembualt 

b) Pengurus bertalnggung jalwalb alpalbilal korporalsi sebalgali pembualt 

c) Bertalnggugjalwalbnyal korporalsi alpalbilal sebalgali pembualt. 

 

 

Pengurus korporalsi memiliki bebaln kewaljibaln-kewaljibaln tertentu alpalbilal dallalm 

pengurus korporalsi sebalgali pembualt sekalligus yalng bertalnggung ja lwalb. 

Kewaljibaln tersebut merupa lkaln kewaljibaln korporalsi. Dalsalr pemikiraln dalri teori 

ini aldallalh dallalm sualtu pelalnggalraln altalu kejalhaltaln korporalsi tidalk dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln dikalrenalkaln selallu pengurus yalng melalkukaln tindalk 

pidalnal tersebut sehinggal pengurus yalng memiliki pertalnggungjalwalbaln pidalnal.48 

 

Pengurus dalpalt bertalnggung jalwalb alpalbilal tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh 

korporalsi aldallalh dalri allalt perlengkalpaln korporalsi menurut wewenalng yalng 

 
46 Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid., hlm, 55 
47 B. Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korporasi, (Semarang: FH-UNDIP,1989), hlm, 9 
48 Roeslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: 

BPHN, 1984), hlm, 50-51 
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didalsalrkaln paldal alnggalraln dalsalrnyal. Tindalk pidalnal korporalsi beralsall dalri 

pengurus yalng melalkukaln delik yalng bialsalnyal memiliki sifalt perbualtaln 

onpersoonlijk. Oleh kalrenal itu, talhu tidalk talhunyal aldalnyal tindalk pida lnal dallalm 

lingkup korporalsi malkal pemimpin korporalsi memiliki talnggung jalwalb pidalnal.  

 

Pengurus saljal yalng dipidalnal tidalk cukup dallalm memberikaln efek jeral sehinggal 

dallalm perkemba lngaln korporalsi itu sendiri korporalsi dalpalt sebalgali pembua lt 

sekalligus yalng bertalnggung jalwalb. Dalmpalk yalng ditimbulkaln dalri tindalk pidalna l 

yalng dilalkukaln oleh korporalsi aldallalh kerugialn yalng salngalt yalng diallalmi oleh 

malsyalralkalt, daln keuntunga ln yalng didalpaltkaln lebih besalr dalri paldal dendal yalng 

dijaltuhkaln sebalgali pidalnal. Sehinggal dallalm hall ini yalng mewalkili korporalsi dallalm 

persidalngaln aldallalh sebalgali berikut: 

a) Sallalh seoralng pengurus; 

b) Pengurus; 

c) Pengurus tertentu yalng ditunjuk oleh halkim. 

 

Dallalm tindalk pida lnal yalng dilalkukaln oleh korporalsi pidalnalnyal dalpalt dijaltuhkaln 

kepaldal:49 

a) Korporalsi itu sendiri; 

b) Yalng memeberikaln perintalh melalkukaln tindalk pidalnal altalu yalng bertindalk 

sebalgali pimpinaln perbualtaln altalu kelallalialn itu; 

c) Kedual-dual nyal. 

 

Berdalsalrkaln uralialn di altals, balhwal memalng korporalsi dalpalt dijaldikaln subjek 

tindalk pidalnal (dipertalnggungjalwalbkaln). Nalmun, peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng aldal tidalk jelals mengaltur, seperti kalpaln sualtu korporalsi dalpalt dika ltalkaln 

melalkukaln tindalk pidalnal. 

 

 
49 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 99 
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5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Teori pembebalnaln petalnggungjalwalbaln pidalnal kepaldal korporalsi alkaln dijela lskaln 

sebalgali berikut. Perta lnggungjalwalbaln pidalnal korporalsi memiliki tigal teori alntalra l 

lalin identificaltion theory, stricht lalibility, vicalrious lialbility. Yalitu sebalgali 

berikut: 

 

a. Doktrin Identificaltion Theory 

Identifica ltion theory altalu direct corpora lte lia lbility50 merupalkaln sallalh saltu doktrin 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal korporalsi yalng beralsall dalri negalral-negalral Alnglo 

Salxon, seperti Inggris da ln Almerikal.51 Doktrin ini diguna lkaln untuk memberikaln 

pembenalraln altals pembebalnaln pertalnggungjalwalbaln pidalnal kepaldal korporalsi, 

meskipun paldal kenyaltalalnnyal korporalsi bukalnlalh sesualtu yalng dalpalt berbua lt 

sendiri daln tidalk mungkin memiliki mens real kalrenal tidalk memiliki kallbu.52 

 

Mulaldi dallalm bukunyal mengemukalkaln Identificaltion Theory yalitu dengaln 

aldalnyal teori ini baldaln hukum altalu perusalhalaln dalpalt melalkukaln tindalk pidalnal. 

Tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh perusalhalaln tersebut dilalkukaln oleh oralng-

oralng yalng memiliki hubungaln eralt dengaln perusalhalaln altalu baldaln hukum.53 

Korporalsi dalpalt memiliki kesallalhaln dalri pejalbalt senior (Senior Officer).54 

 

 

 
50 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 

233-288 
51 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 233 
52 Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006)., 

hlm. 100 
53 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., 
54 Ibid., 
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b. Doktrin Stricht Lialbility 

Unsur kesallalhaln altalu unsur Mens real dalpalt dikesalmpingkaln melallui Teori Stricht 

Lialbility. Pengesalmpingaln terhaldalp unsur kesallalhaln tersebut dikalrenalkaln doktrin 

ini memalndalng pertalnggungjalwalbaln terhaldalp tindalk pidalnal cukup dibuktikaln 

dengaln pelalku tindalk pidalnal telalh melalkukaln sebualh alctus reus altalu perbualtaln 

yalng dilalralng. Stricht lialbility dalpalt mengesalmpingkaln unsur-unsur kesallalhaln 

altalu mens real dallalm membebalnkaln pertalnggungjalwalbaln pidalnal kepaldal individu. 

L.B. Curson berpendalpalt balhwal allalsaln-allalsaln berlalkunyal doktrin ini didalsalrkaln 

paldal:55 

a) Aldallalh salngalt esensiall untuk menjalmin dipaltuhinyal peralturaln-peralturaln 

penting tertentu yalng diperlukaln untuk kesejalhteralaln sosiall 

b) Pembuktialn aldalnyal mens real alkaln menjaldi salngalt sulit untuk pelalnggalraln-

pelalnggalraln yalng berhubungaln dengaln kesejalhteralaln sosiall itu 

c) Tingginyal tingkalt balhalyal sosiall yalng ditimbulkaln oleh perbualtaln yalng 

bersalngkutaln. 

 

Peneralpaln doktrin Stricht Lialbility sebaliknyal diteralpkaln dallalm pelalnggalra ln 

ringaln seperti pelalnggalraln lallu lintals menurut Mulaldi daln Dwidjal Priyaltno.56 

Sedalngkaln seperti tindalk pidalnal dallalm kesehaltaln daln lingkungaln hidup dalpalt 

diteralpkalnnyal teori ini alpalbilal melalkukaln tindalk pidalnal aldallalh korporalsi altalu 

baldaln hukum.57 

 

Doktrin stricht lialblity tidalk merelevalnkaln mens rea l altalu unsur yalng memalndalng 

kesallalhaln untuk seba lgali balhaln pertimbalngaln. Nalmun, dallalm penera lpalnnyal 

doktrin ini halrus dibaltalsi dengaln peralturaln yalng menyaltalkaln keberlalkualn doktrin 

ini yalng malnal bertujualn untuk melindungi malsyalralkalt altals halk-halk fundalmentall. 

 
55Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid., hlm. 112  
56Ibid., hlm. 121 
57Ibid., 
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Doktrin ini dalpalt digunalkaln dallalm tindalk pidalnal ringaln. Berbeda l dengaln 

kejalhaltaln korporalsi, doktrin ini dalpalt diteralpkaln alpalbilal tindalk pida lnal yalng 

terjaldi berkalitaln dengaln perlindungaln kepentingaln umum altalu malsyalralkalt. 

 

c. Doktrin Vica lrious Lialbility 

Vicalrious Lialbility aldallalh doktrin yalng membebalnkaln pertalnggungjalwalbaln 

pidalnal kepaldal pihalk lalin altals perbualtaln oralng lalin.58 Pertalnggungjalwalbaln pidalnal 

dalpalt dikenalkaln kepaldal seseoralng wallalupun tidalk melalkukaln sebualh tindalk 

pidalnal. Teori ini aldal persalmalaln dengaln teori Stricht Lialbility yalitu sebualh 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal tidalk halrus aldalnyal unsur mens real. Perbedalaln dalri 

teori Stricht Lialbility aldallalh alpalbilal teori tersebut malsih membebalnkaln 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal kepaldal pelalkunyal sedalngalnkaln untuk teori Vicalrious 

Lialbility tidalk lalngsung membebalnkaln pertalnggungjalwalbaln pidalnal terhaldalp 

pelalkunyal. Menurut V.S. Khalnnal  dallalm tulisalnnyal yalng berjudul “Corporalte 

Lialbility Stalndalrs: When Should Corporaltion Be Criminallity Lialbel?” 

dikemukalkaln balhwal terdalpalt 3 (tigal) syalralt yalng halrus dipenuhi untuk aldalnya l 

pertalnggungjalwalbaln pidalnal korporalsi dengaln menggunalkaln konsep 

pertalnggungjalwalbaln vicalrious lialbility, yalitu:59 

a) Algen melalkukaln sualtu kejalhaltaln; 

b) Kejalhaltaln yalng dilalkukaln itu malsih dallalm rualng lingkup pekerjalalnnyal; daln 

c) Kejalhaltaln tersebut dila lkukaln dengaln tujualn untuk menguntungka ln altalu 

memberikaln malnfalalt balgi korporalsi. 

 

Teori ini jugal dibaltalsi paldal kealdalaln tertentu yalitu maljikaln (yalng dallalm hall ini 

korporalsi) halnyal bertalnggung jalwalb altals perbualtaln sallalh pekerjal yalng malsih 

 
58Ibid., hlm. 113  
59 Kristian, Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai 

Putusan Pengadilan di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm 59. 
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dallalm lingkup pekerjalalnnyal.60 Sehinggal dallalm hall ini doktrin vicalrious lialbility 

halnyal dalpalt diteralpkaln terhaldalp perkalral yalng memalng aldal relevalnsinyal altalsaln 

daln balwalhaln alntalral maljikaln (korporalsi) dengaln kalryalwaln yalng melalkukaln tindalk 

pidalnal. Oleh ka lrenal itu, alpalkalh memalng aldal hubungaln alntalral korporalsi denga ln 

orgaln-orgalnnyal altalu pengurus-pengurusnyal cukup untuk dalpalt membeba lnkaln 

terhaldalp korporalsi altals tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh pegalwalinyal.  

 

6.  Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

a. Pengalturaln Tentalng Tindalk Pidalnal Lingkungaln Hidup 

Tindalk Pidalnal Lingkungaln Hidup salalt ini dialtur dallalm Undalng-Undalng Nomor 

32 Talhun 2009 Tentalng Perlindungaln Daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup palda l 

Balb XV, yalitu mulali dalri Palsall 97 salmpali dengaln Palsall 120 UUPPLH. Palsall 97 

UUPPLH menyaltalkaln balhwal tindalk pidalnal yalng dialtur dallalm ketentualn Pidalna l 

UUPPLH, merupalkaln kejalhaltaln (rechtdelicten). Kejalhaltaln aldallalh rechtsdelicten, 

yalitu perbualtaln-perbualtaln yalng meskipun tidalk ditentukaln dallalm Undalng-

Undalng sebalgali perbualtaln pidalnal, telalh diralsalkaln sebalgali onrecht, sebalgali 

perbualtaln yalng bertentalngaln dengaln taltal hukum.61  

 

Ilmu pidalnal dikenall beberalpal jenis tindalk pidalnal, dialntalralnyal Pertalmal, delik 

malteril (maltereel delict) delik yalng dialnggalp telalh selesali dengaln ditimbulkalnnya l 

alkibalt yalng dilalralng daln dialncalm dengaln hukumaln oleh undalng-undalng. Dallalm 

hall ini alkibalt yalng timbul dalri alkibalt altals tindalkaln daln altals perbualtaln tersebut. 

Kedual delik formil (formeel delict), aldallalh delik yalng telalh dialnggalp selesali 

 
60 Kristian, Ibid., hlm, 60 
61 Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 1998), hlm 78. 
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dengaln dilalkukaln tindalkaln yalng dilalralng daln dialncalm dengaln hukumaln oleh 

undalng-undalng. Perbualtaln altalu tindalkaln yalng dilalralng. Ketigal, delik 

commisionis (Delictal commisionis) aldallalh delik-delik berupal pelalnggalraln 

terhaldalp lalralngaln-lalralngaln di dallalm undalng-undalng. Keempalt, delik omissionis 

(Delictal omissionis) aldallalh delik delik berupal pelalnggalraln terhaldalp kehalrusaln 

menurut undalng-undalng. Kelimal, Dolus daln culpal (Opzettelijke delicten daln 

culpooze delicten). Dolus aldallalh tindalk pidalnal yalng dilalkukaln dengaln sengaljal, 

sedalngkaln culpal aldallalh tindalk pidalnal yalng dilalkukaln dengaln kelallalialn altalu 

keallpalaln. Keenalm delik Aldualn (Klalctdelicten) aldallalh tindalk pidalnal yalng halnya l 

dalpalt dituntut alpalbilal aldal pengaldualn dalri oralng yalng dirugikaln.62 

 

Tindalk pidalnal lingkungaln hidup memualt rumusaln delik malteril daln delik formil. 

Delik malteril aldallalh delik yalng dilalralng oleh hukum yalng dialnggalp sudalh 

sempurnal altalu terpenuhi a lpalbilal perbualtaln itu tela lh menimbilkaln alkibalt, yalng di 

dallalm UUPPLH dia ltur dalri Palsall 98 salmpali dengaln Palsall 99, sertal Palsall 112. 

Sedalngkaln delik formil dallalm tindalk pidalnal lingkungaln hidup dialtur dallalm Palsall 

100, Palsall 101, Pa lsall 102, Palsall 103, Palsall 104, Pa lsall 105, Palsall 106, Pa lsall 107, 

Palsall 108, Palsall 109, Pa lsall 110, Palsall 111, Palsall 112, Palsall 113, Palsall 114, daln 

Palsall 115. 

 

b. Pencemalraln Lingkungaln Hidup  

Sesuali dengaln Palsall 1 Alngkal 12 Undalng-Undalng No. 23 Talhun 1997 aldallalh:  

Pencemalraln lingkungaln hidup aldallalh malsuknyal altalu dimalsukkalnnyal 

malkhluk hidup, zalt, energi, daln/altalu komponen la lin ke dallalm lingkungaln 

hidup oleh kegia ltaln malnusial sehinggal kuallitalsnyal turun salmpali ke tingka lt 

 
62 Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, 

(Jakarta: PT. Soft Media, 2012), hlm 218-219 
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tertentu yalng menyeba lbkaln lingkungaln hidup tidalk dalpalt berfungsi sesua li 

dengaln peruntukkalnnyal. 

 

Dalri rumusaln palsall tersebut dalpalt disimpulkaln aldalnyal unsur-unsur pencema lraln 

lingkungaln hidup sebalgali berikut:63 

1) Malsuknyal altalu dimalsukkalnnyal malkhluk hidup, zalt, energy, daln/altalu 

komponen lalin ke dallalm lingkungaln, yalng mengalkibaltkaln berubalhnya l 

taltalnaln lingkungaln hidup. Malksud unsur yalng pertalmal ini berupal malsuk altalu 

dimalsukkalnnyal zalt pencemalr, yalng beralrti balik disengaljal malupun tidalk 

memalsukkaln zalt pencemalr altalu komponen lalinnyal yalng kiral – kiral salngalt 

berbalhalyal balgi lingkungaln, yalng mengalkibaltkaln berubalhnyal taltalnaln 

lingkungaln hidup tersebut. 

2) Aldalnyal kegialtaln malnusial altalu aldalnyal proses allalm. Unsur kedual ini dengaln 

melihalt falktor penyebalbnyal, yalitu pencemalraln lingkungaln dalpalt dibedalkaln 

alntalral pencemalraln lingkungaln yalng disebalbkaln oleh kegialtaln malnusial, daln 

pencemalraln lingkungaln yaln disebalbkaln oleh proses allalm. 

3) Turunnyal kuallitals lingkungaln. Pencemalraln lingkungaln dallalm dirinyal selallu 

mengalndung pengertialn terjaldinyal penurunaln kuallitals lingkungaln. 

Penurunaln kuallitals lingkungaln merupalkaln yalng esensiall, sehinggal perlu 

ditalnggulalngi daln tidalk berdalmpalk paldal malsyalralkalt. 

4) Mengalkibaltkaln berkuralngnyal altalu tidalk dalpaltnyal lingkungn berfungsi sesuali 

dengaln peruntukkalnnyal. Dalri pengertialn ini dalpalt disimpulkaln, balhwal 

pencemalraln lingkungaln selallu berkalitaln dengaln peruntukaln lingkungaln (talta l 

gunal lingkungaln). 
 

Sedalngkaln, berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 tentalng 

Perlindungaln daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup, pengertialn dalri pencema lraln 

lingkungaln hidup dialtur dallalm Palsall 1 Alngkal (14), yalitu: 

Pencemalraln lingkungaln hidup aldallalh malsuk altalu dimalsukkalnnyal malkhluk 

hidup, zalt, energi, da ln/altalu komponen la lin ke dallalm lingkungaln hidup oleh 

kegialtaln ma lnusial sehinggal melalmpalui balku mutu lingkungaln hidup yalng 

telalh ditetalpkaln. 

 

Merujuk dalri ketentualn palsall tersebut dalpalt dialmbil unsur dallalm pencema lraln 

lingkungaln hidup, yalitu: 

1) Malsuk altalu dimalsukkalnnyal: 

a) Malkhluk hidup, 

b) Zalt, 

c) Energi daln/altalu, 

 
63 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997 Edisi Revisi Cet. 2. (Jakarta: Djambatan, 2017), hlm. 2 
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d) Komponen lalin ke dallalm lingkungaln; 

2) Dilalkukaln oleh kegialtaln malnusial; 

3) Melalmpalui balku mutu lingkungaln hidup yalng telalh ditetalpkaln 

 

 

c. Pengertialn Dumping  

Dumping dialtur dallalm Palsall 1 Alyalt (24) Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 

tentalng Perlindungaln daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup dinyaltalkaln balhwal: 

Dumping (pembualngaln) aldallalh kegialtaln membualng, menempaltkaln, daln/altalu 

memalsukkaln limbalh daln/altalu balhaln dallalm jumlalh, konsentralsi, walktu, daln 

lokalsi tertentu dengaln persyalraltaln tertentu ke medial lingkungaln hidup 

tertentu. 

 

Dumping jugal dialtur lebih lalnjut di dallalm balgialn ketigal Undalng-Undalng Nomor 

32 Talhun 2009 tentalng Perlindungaln daln Pengolalaln Lingkungaln Hidup dallalm 

Palsall 60 yalng menyebutkaln sebalgali berikut 

Setialp oralng dilalralng melalkukaln dumping limbalh daln/altalu balhaln ke medial 

lingkungaln hidup talnpal izin. 

Dumping dialtur lebih lalnjut dallalm Palsall 104 yalng menyebutkaln sebalgali berikut: 

Setialp oralng yalng melalkukaln dumping limbalh daln/altalu balhaln ke medial 

lingkungaln hidup talnpal izin sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 60, dipidalnal 

dengaln pidalnal penjalral palling lalmal 3 (tigal) talhun daln dendal palling balnyalk 

Rp3.000.000.000,00 (tigal milialr rupialh).  

 

Palsall 104 sendiri tela lh dijelalskaln sebelumnyal balhwal Palsall tersebut merupa lkaln 

termalsuk delik formil da llalm tindalk pidalnal lingkungaln hidup. Sehingga l dallalm 

dumping sendiri lebih diteka lnkaln terhaldalp perbualtalnnyal yalng dilalralng talnpa l 

memalndalng sudalh terjaldinyal alkibalt altalu belum terja ldinyal alkibalt itu sendiri. 

 

d) Rualng Lingkup Limbalh  

Limbalh sendiri dia ltur di dallalm Palsall 1 A lyalt (20) Undalng-Undalng Nomor 32 

Talhun 2009 tenta lng Perlindungaln daln Pengelola laln Lingkungaln Hidup, ya lng 
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mengaltur ketentualn limbalh aldallalh sisal sualtu usalhal daln/altalu kegialtaln. Limba lh 

merupalkaln balhaln sisal aldal yalng berbalhalyal daln tidalk yalng berbalhalyal jikal yalng 

berbalhalyal sehalrusnyal dimusnalhkaln algalr tidalk mengalnggu ekosistem kehidupa ln 

malupun ketenteralmaln dalri malsyalralkalt sekitalr yalng terkenal dalri imbals limbalh 

tersebut.  

 

Secalral umum, limba lh sendiri dalpalt digolongkaln dalri 4 falktor, yalitu dalri 

wujudnyal, dalri kalndungaln senyalwalnyal, sumber, sertal dalri sifaltnyal. 

1) Jenis limbalh berdalsalrkaln wujudnyal 

Paldal jenis limba lh ini dalpalt digolongkaln lalgi menjaldi 3 yalitu paldalt, calir, daln gals.  

a. Limbalh calir aldallalh limbalh yalng berbentuk calir. Contoh dalri limba lh calir 

yalitu alir bekals pencucialn, limbalh calir yalng beralsall dalri industri, da ln lalin 

sebalgalinyal. Limbalh calri dalpalt dibalgi menjaldi:64 

a. Huma ln excreta l (feses daln urine) 

b. Sewalge (alir limbalh) 

c. Industria ll walste (balhaln bualngaln dalri sisal proses industri) 

b. Limbalh paldalt aldallalh limbalh yalng berbentuk paldalt, contohnyal limba lh palsalr, 

limbalh paldalt industri. 

c. Limbalh gals aldallalh limbalh yalng diperoleh dalri halsil pemba lkalraln. 

Contohnya l limbalh yalng dikelualrkaln dalri cerobong alsalp salutu palbrik 

pengolalhaln.65 

 

 

2) Jenis Limba lh Berdalsalrkaln Senyalwal 

Limbalh dalpalt dikelompokkaln berdalsalrkaln senyalwalnyal yalitu aldal limbalh 

orgalnik, daln limbalh alnorgalnik. 

a. Limbalh orgalnik aldallalh yalng mengalndung senyalwal-senyalwal orgalnik altalu 

yalng beralsall dalri produk-produk malkhluk hidup seperti hewaln daln 

tumbuhaln. Limbalh orgalnik cenderung lebih mudalh ditalngalni kalrenal dalpa lt 

terdekomposisi menjaldi senyalwal orgalnik melallui proses biologis (balik 

alerob malupun alnalerob) secalral cepalt. Contoh limbalh orgalnik misallnyal tinjal, 

 
64 Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), 

hlm. 124 
65 Indonesia Environtment&Energy Center. “4 Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya”, 

https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/a diakses 

tanggal 21 Juni 2022 

https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/a
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kertals, limbalh rumalh jalgall hewaln, limbalh palsalr dalri jenis dedalunaln altalu 

salyuraln sisal, daln lalin sebalgalinyal.66  

b. Limbalh alnorgalnik aldallalh limbalh yalng lebih balnyalk mengalndung senyalwa l 

alnorgalnik, bialsalnyal cenderung lebih sulit ditalngalni. Contoh limbalh 

alnorgalnik misallnyal kalcal, plalstik, logalm beralt, besi tual, daln lalin sebalgalinyal. 

 

 

3) Jenis Limbalh Berdalsalrkaln Sumbernyal 

Limbalh bersumber dalri dual hall, yalitu limbalh industri daln limbalh domestik 

alntalral lalin:67 

a. Limbalh industri aldallalh limbalh yalng dihalsilkaln dalri proses industri. 

Contohnyal limbalh palbrik, limbalh penalmbalngaln, limbalh raldioalktif dalri 

pembalngkit listrik tenalgal nuklir, limbalh rumalh salkit, daln lalin sebalgalinyal. 

Limbalh industri cenderung ditalngalni dengaln serius kalrenal pemerintalh telalh 

mengaltur mekalnismenyal balgi setialp perusalhalaln (industri). 

b. Limbalh domestik aldallalh limbalh yalng dihalsilkaln dalri konsumsi rumalh 

talnggal. Contohnyal kalleng-kalleng bekals keperlualn rumalh talnggal, alir cucialn 

(detergen), kalntong plalstik, kalrdus bekals, daln lalin sebalgalinyal. 

 

 

4) Jenis Limbalh Bedalsalrkaln Sifaltnyal 

Limbalh memiliki sifalt dallalm merusalk lingkungaln oleh kalrenal itu 

dikelompokkaln menjaldi dual yalitu limbalh bialsal daln limbalh B3. 

a. Limbalh bialsal aldallalh jenis limbalh yalng tidalk menyebalbkaln kerusalkaln 

secalral serius paldal skallal kecil daln jalngkal palnjalng. Limbalh orgalnik termalsuk 

ke dallalm jenis limbalh bialsal.68 

b. Limbalh B3 altalu limbalh balhaln berbalhalyal daln beralcun aldallalh limbalh yalng 

dalpalt menyebalbkaln kerusalkaln serius meski paldal skallal kecil paldal jalngka l 

pendek malupun palnjalng.  

 

Berdalsalrkaln palsall 1 Alyalt (22) Undalng-undalng Nomor 32 Talhun 2009 tentalng 

Perlindungaln daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup limbalh aldallalh seba lgali 

berikut: 

 
66 Siti Alawiyah Hasibuan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 

Hidup yang Diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin”, 

Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 30  
67 Restu, “Jenis Limbah: Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya” Jenis Limbah: 

Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya (gramedia.com), diakses tanggal 22 Juni 2022 
68 Siti Alawiyah Hasibuan, Op.Cit., hlm. 31 

https://www.gramedia.com/literasi/jenis-limbah/
https://www.gramedia.com/literasi/jenis-limbah/


40 
 

 
 

Limbalh balhaln berbalhalyal daln beralcun, yalng selalnjutnyal disebut Limbalh B3, 

aldallalh sisal sualtu usalhal daln/altalu kegialtaln yalng mengalndung B3. 

 

Sedalngkaln menurut Palsall 1 Alyalt (21) Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 

tentalng Perlindungaln daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup, limbalh aldallalh 

sebalgali berikut: 

Balhaln Berbalhalyal daln Beralcun yalng selalnjutnyal disingkalt B3 aldallalh zalt, 

energi, daln/altalu komponen lalin yalng kalrenal sifalt, konsentralsi, daln/altalu 

jumlalhnyal, balik secalral lalngsung malupun tidalk lalngsung, dalpalt 

mencemalrkaln daln/altalu merusalk lingkungaln hidup, daln/altalu 

membalhalyalkaln lingkungaln hidup, kesehaltaln, kelalngsungaln hidup malnusia l 

daln malkhluk hidup lalin.  

 

Contoh limbalh B3 aldallalh limbalh medis yalng dikalrenalkaln memiliki sifalt korosif, 

mudalh meledalk, mudalh terbalkalr, menyebalbkaln infeksi, keralcunaln, daln lalin 

sebalgalinyal. 

 

5) Pengelolalaln limbalh medis altalu B3 

Pengelolalaln limba lh medis altalu B3 mencalkup ralngkalialn kegialtaln penyimpalnaln 

limbalh B3, pengumpula ln limbalh B3, pemalnfalaltaln, pengalngkutaln daln 

pengelolalaln limba lh B3 yalng di dallalmnyal termalsuk dengaln penimbunaln limbalh 

B3 yalng merupalkaln halsil pengelolalhaln tersebut. Dallalm ralngkalialn kegia ltaln ini 

terdalpalt beberalpal pihalk, alntalral lalin penghalsil, pengumpul, pengalngkut, 

pemalnfalalt, pengolalh daln penimbun limbalh B3. 

 

Pengelolalaln limba lh B3 merupalkaln proses ya lng bertujualn untuk  mengura lngi 

daln/altalu menghila lngkaln zalt balhalyal daln/altalu sifalt ralcun. Dallalm melalkukaln 

pengelolalaln limba lh B3 dalpalt dilalkukaln secalral termall altalu nontermall. 

Pengelolalaln limba lh B3 yalng dilalkukaln secalral termall dalpalt dilalkukaln dengaln 
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menggunalkaln pera llaltaln alutoclalve yalng merupalkaln tipe allir gralvitalsi daln/altalu 

tipe valkum, gelombalng mikro, iraldialsi frekuensi daln insineraltor. Aldalpun calra l 

pengelolalaln secalral non termall dalpalt dilalkukaln dengaln menggunalkaln calra l 

enkalpsulalsi sebelum ditimbun, inertisa lsi sebelum ditimbun, da ln desinfeksi 

kimialwi.69 

 

Menalriknyal di dallalm pengelolalaln limbalh B3 ini terda lpalt pengalngkutaln, hall ini 

dikalrenalkaln balnyalk dalri penghalsil limba lh B3 belum memenuhi sya lralt untuk 

mengolalh limba lhnyal sendiri, terutalmal rumalh salkit yalng balnyalk menghalsilkaln 

limbalh B3 Medis. Dallalm hall ini diperluka ln pengolalh limbalh yalng memenuhi 

persyalraltaln daln memenuhi izin untuk mengola lh limbalh medis. Nalmun hinggal 

salalt ini balru terda lpalt 12 perusalhalaln yalng beraldal di Pulalu Jalwal, Suma lteral, daln 

Kallimalntaln. Jumlalh tersebut malsih salngalt kuralng jikal dibalndingkaln dengaln 

Pelalyalnaln Kesehaltaln yalng aldal di Indonesia l. Menurut Kementerialn Kesehaltaln 

paldal talhun 2019 rumalh salkit di Indonesia l terdalpalt sebalnyalk 2.893 rumalh salkit 

daln 9.993 Puskesma ls. Limbalh yalng dihalsilkaln perhalrinyal menurut Kementerialn 

Kesehaltaln paldal talhun 2019 mencalpali 296,86 ton/halri. Sementalral itu, menurut 

daltal Kementeria ln Lingkungaln Hidup daln Kehutalnaln paldal September 2018, 

halnyal terdalpalt 95 rumalh salkit yalng aldal di Indonesial yalng mempunyali 

insineraltor. 

 

Oleh kalrenal itu, mengingalt keterbaltalsaln pengelolalh limbalh B3 medis yalng 

memenuhi persyalraltaln malsih terbaltals dibalndingkaln dengaln medis yalng 

dikelualrkaln setialp halrinyal malkal diperlukalnnyal pengalngkut limbalh medis dalri 

 
69 Niki Tri Nurwahyuni. Dkk. 2020. “Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit” 

dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 10 No. 2. Manado: Poltekkes Manado. Hlm. 53. 
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penghalsil limbalh medis yalitu rumalh salkit kepaldal pengelolalh limbalh medis. 

Menurut Palsall 1 alngkal 12 Peralturaln Menteri Lingkungaln Hidup daln Kehutalnaln 

Republik Indonesial Nomor 6 Talhun 2021 tentalng Taltal Calral daln Persyalralta ln 

Pengelolalaln Limbalh Balhaln Berbalhalyal daln Beralcun menyebutkaln balhwa l 

pengalngkut Limbalh B3 aldallalh baldaln usalhal yalng melalkukaln kegialtaln 

pengalngkutaln Limbalh B3.   

 

B. Profil Instnasi 

 

 

1. Deskripsi Instansi 

 

 

a. Nalmal Instalnsi 

Pelalksalnalaln malgalng di Kejalksalaln Negeri Ba lndalr Lalmpung. Fungsi dalri Insta lnsi 

kejalksalaln aldallalh melalksalnalkaln kekualsalaln negalral dallalm bidalng penuntutaln sertal 

memiliki kewena lngaln yalng lalin yalng dialtur dallalm Palsall 1 Alyalt (1) Undalng-

Undalng Republik Indonesia l Nomor 11 Talhun 2021 tentalng Perubalhaln altals 

Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik Indonesia l. 

 

b. Logo Instalnsi 
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2. Visi dan Misi Instansi 

 

Visi : 

 

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan 

Akuntabel” 

Misi : 

a. Meningkaltkaln Peraln Kejalksalaln Republik Indonesial Dallalm Progralm 

Pencegalhaln Tindalk Pidalnal; 

b. Meningkaltkaln Professionallisme Jalksal Dallalm Penalngalnaln Perkalral Tindalk 

Pidalnal; 

c. Meningkaltkaln Peraln Jalksal Pengalcalral Negalral Dallalm Penyelesalialn Malsallalh 

Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral;  

d. Mewujudkaln Upalyal Penegalkaln Hukum Memenuhi Ralsal Kealdilaln Malsyalralkalt; 

e. Mempercepalt Pelalksalnalaln Reformalsi Birokralsi daln Taltal Kelolal Kejalksalaln 

Republik Indonesial yalng Bersih daln Bebals Korupsi, Kolusi daln Nepotisme. 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Berdalsalrkaln Palsall 30 Undalng Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksala ln 

Republik Indonesial, berikut aldallalh tugals daln wewenalng Kejalksalaln. 

Di bidalng pidalnal : 

a. melalkukaln penuntutaln; 

b. melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh memperoleh 

kekualtaln hukum tetalp; 

c. melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln lepals bersyalralt; 

d. melalkukaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln undalng- 

undalng; 

e. melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln pemeriksalaln 

talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm pelalksalnalalnnyal 

dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

 

 

Di bidalng perdaltal daln taltal usalhal negalral: Keja lksalaln dengaln kualsal khusus, dalpalt 

bertindalk balik di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalmal negalral altalu 



44 
 

 
 

pemerintalh. Dallalm bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, Kejalksalaln turut 

menyelenggalralkaln kegialtaln: 

a. peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

b. pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

c. pengalwalsaln peredalraln balralng cetalkaln; 

d. pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

e. pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

f. penelitialn daln pengemba lngaln hukum sertal staltistik kriminall. 

 

Dallalm melalksalnalkaln tugals Kejalksalaln menyelenggalralkaln fungsi, yalitu: 

a. Perumusaln kebijalkaln pelalksalnalaln daln kebijalkaln teknis, pemberialn bimbinga ln 

daln pembinalaln sertal pemberialn perizinaln berdalsalrkaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln daln kebijalkaln umum yalng ditetalpkaln presiden; 

b. Penyelenggalralaln pembalngunaln pralsalralnal daln salralnal, pembinalaln ma lnaljemen, 

aldministralsi, orgalnisalsi daln ketaltallalksalnalaln sertal pengelolalaln altals kekalyalaln 

milik negalral yalng menjaldi talnggung jalwalbnyal; 

c. Pelalksalnalaln penegalkaln hukum balik preventif malupun represif yalng berintikaln 

kealdilaln di bida lng pidalnal, penyelenggalralaln intelijen yustisia ll di bidalng 

ketertibaln daln ketenteralmaln umum, pemberia ln balntualn, pertimbalngaln, 

pelalyalnaln daln penegalkaln hukum di bidalng perdaltal daln taltal usalhal negalral serta l 

tindalkaln hukum daln tugals lalin, untuk menjalmin kepalstialn hukum, menegalkkaln 

kewibalwalaln pemerinta lh daln penyelalmaltaln kekalyalaln negalral, berdalsalrkaln 

ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln daln kebijalkaln umum yalng diteta lpkaln 

oleh presiden; 

d. Penempaltaln seoralng tersalngkal altalu terdalkwal di rumalh salkit altalu tempalt 

peralwaltaln jiwa l altalu tempalt lalin yalng la lyalk berdalsalrkaln penetalpaln halkim 

kalrenal tidalk ma lmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln hall-hall yalng dalpalt 

membalhalyalkaln oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri; 

e. Pemberialn pertimba lngaln hukum kepaldal lembalgal, instalnsi pemerintalh di pusa lt 

daln di daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, Baldaln Usalhal Milik Daleralh dallalm 

menyusun peralturaln perundalng-undalngaln sertal peningkaltaln kesaldalraln hukum 

malsyalralkalt; daln 

f. Penyelenggalralaln koordinalsi, bimbingaln daln petunjuk teknis sertal pengalwalsaln 

yalng balik ke da llalm malupun dengaln instalnsi terkalit altals pelalksalnalaln tugals 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln daln kebijalkaln yalng 

ditetalpkaln oleh Presiden. 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

4. Sejarah Lokasi Tempat Magang  

 

a. Sebelum Reformalsi 

Paldal zalmaln keraljalaln Hindu-Jalwal di Jalwal Timur paldal malsal Keraljalaln Maljalpalhit 

lalhirlalh istilalh aldhyalksal yalng memiliki posisi tertentu da llalm keraljalaln. Istilalh 

aldhyalksal beralsall dalri balhalsal Salnksekertal. Dhyalksal menurut seoralng peneliti dalri 

Belalndal, W.F. Stutterheim suda lh aldal dalri talhun 1350-1389 M paldal Pralbu Halyalm 

Wuruk yalng tengalh berkualsal. Dhyalksal merupalkaln seoralng halkim yalng memiliki 

tugals untuk mengaltalsi sebualh malsallalh peraldilaln dallalm sidalng di pengaldilaln. 

Pimpinaln dalri dhyalksal aldallalh seoralng aldhalyksal yalng merupalkaln halkim tertinggi 

yalng mengalwalsi da ln memimpin palral dhyalksal. 

 

Hall tersebut jugal didukung oleh peniliti la linnyal yalitu H.H. Juynboll, balhwal seoralng 

pengalwals (opzichter) altalu halkim tertinggi (oppenrechter) aldallalh aldhyalksal. 

Seoralng peneliti da lri Belalndal yalng lalinnyal yalitu Valn Vollenhoven daln Krom 

menyebutkaln juga l balhwal Galjalh Maldal dalri Keraljalaln Maljalpalhit aldallalh seoralng 

aldhyalksal. Paldal malsal Belalndal, lembalgal yalng memiliki hubunga ln alntalral jalksal daln 

kejalksalaln aldallalg Openbalalr Ministerie. Lembalgal tersebut yalng melaltih pegalwali 

yalng berperaln sebalgali Officer valn Justitie daln Malgistralalt di Lalndralald (Pengaldilaln 

Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengaldilaln Justitsi) daln Hooggerechtschof  

(Malhkalmalh Algung) yalng dipimpin oleh Alsisten Residen daln altalu Residen. 

 

Paldal kenyaltalalnnyal fungsi tersebut aldallalh sebalgali suruhaln dalri Belalndal sehinggal 

jalksal daln kejalksalaln paldal malsal koloniall memiliki misi a lntalral lalin: 

a. Peralturaln Negalral untuk dipertalhalnkaln; 

b. Penuntutaln dallalm tindalk pidalnal, daln 

c. Melalksalnalkaln putusaln halkim dallalm pengaldilaln pidalnal. 
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Dallalm peneralpaln delik-delik yalng berkalitaln ha ltza lali alrtikelen yalng terdalpalt dallalm 

Wetboek valn Stra lfrecht (WvS) fungsi sebalgali allalt pengualsal terlihalt salngalt jelals. 

 

Undalng-Undalng No. 1/1942 pa ldal malsal kependudukaln tentalral Jepalng, yalng 

kemudialn digalnti dengaln Osalmu Seirei No. 3/1942, No. 49/1944, da ln No. 2/1944 

mengaltur tentalng Peralnaln Kejalksalaln sebalgali saltu-saltunyal penuntut untuk perta lma l 

kallinyal. Salikoo Hoooin (Pengaldilaln Algung), Kootoo Hoooin (Pengaldilaln Tinggi), 

daln Tihoo Hooin (Pengaldilaln Negeri) terdalpalt di dallalmnyal eksistensi dalri 

Kejalksalaln yalng memiliki kekualsalaln untuk: 

a. Menyidik keja lhaltaln daln pelalnggalraln; 

b. Melalkukaln penuntutaln dallalm sebualh perkalral; 

c. Melalksalnalkaln putusaln pengaldilaln, daln  

d. Menalngalni kegialtaln lalin yalng dialtur menurut hukum. 

 

Fungsi-fungsi tersebut teta lp dipertalhalnkaln dallalm Negalral Indonesial. Hall tersebut 

dialtur dallalm Palsall II Alturaln Perallihaln UUD 1945, ya lng dialtur dallalm peralturaln 

pelalksalnal yalitu paldal Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 2 Talhun 1945. Kedua l 

peralturaln tersebut mengaltur balhwalsalnnyal sebelum terbentuknya l baldaln-baldaln daln 

peralturaln negalral malkal segallal baldaln daln peralturaln yalng aldal malsih berlalku. 

 

Sejalk kemerdekalaln Republik Indonesia l telalh aldal Kejalksalaln Republik Indonesia l 

secalral yuridis forma ll yalitu paldal talnggall 17 A lgustus 1945. Setelalh dual halri yalitu 

paldal talnggall 19 A lgustus 1945, dia ldalkaln ralpalt Palnitial Persialpaln Kemerdeka laln 

Indonesial (PPKI) yalng menghalsilkaln keputusaln Kejalksalaln memiliki keduduka ln 

dallalm struktur Negalral di dallalm Depalrtemen Kehalkimaln.  

 

Undalng-Undalng Keja lksalaln telalh mengallalmi perubalhaln beberalpal kalli yalitu 

perubalhaln mendalsalr yalng pertalmal paldal talnggall 30 Juni 1961 yalitu Undalng-
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Undalng Nomor 15 Ta lhun 1961 tentalng Ketentualn-Ketentualn Pokok Keja lksalaln 

Republik Indonesia l yalng memiliki ketentua ln paldal Palsall 1 balhwal Kejalksalaln 

memiliki tugals sebalgali Penuntut Umum, paldal Palsall 5 memiliki ketentutaln balhwa l 

penyelenggalralaln tuga ls Kejalksalaln dilalkukaln oleh Menteri a ltalu Jalksal Algung daln 

sususaln orgalnisalsi dialtur oleh Presiden. Kejalksalaln memiliki kedudukaln, tugals, daln 

wewenalng yalitu sebalgali allalt revolusi daln dallalm struktur orgalnisalsi depalrtemen 

Kejalksalaln memiliki tempa lt dengaln disalhkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 

1961 tentalng Pembentukaln Kejalksalaln Tinggi. 

 

Kejalksalaln Republik Indonesia l paldal malsal Orde Balru memiliki perkembalngaln yalitu 

perubalhaln Undnalg-Undalng Nomor 15 Talhun 1961 diga lntikaln dengaln Undalng-

Undalng Nomor 5 Ta lhun 1991 tentalng Kejalksalaln Republik Indonesia l. Dallalm 

perubalhaln Undalng-Undalng tersebut mencalkup perubalhaln dallalm susuna ln 

orgalnisalsi sertal taltal calral Kejalksalaln yalng dalsalr hukumnyal paldal Keputusaln Presiden 

Nomor 55 Talhun 1991. 

 

b. Malsal Reformalsi 

 

Paldal malsal reformalsi Kejalksalaln mengallalmi perubalhaln peralturaln yalitu dengaln 

diundalngkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 16 Ta lhun 2004 yalng mengga lntikaln 

Undalng-Undalng Nomor 5 Ta lhun 1991. Perubalhaln tersebut didalsalri dallalm 

percepaltaln penalngaln Tindalk Pidalnal Korupsi. Undalng-Undalng tersebut juga l 

merubalh eksistensi Keja lksalaln yalng tidalk lalgi terpengalrus dalri kekua lsalaln 

pemerintalh. Paldal Palsall 2 Alyalt (1)  memiliki ketentua ln balhwal Kejalksalaln 

mempunyali kekualsalaln dallalm bidalng penuntuta ln sertal kewenalngaln lalin 

berdalsalrkaln Undalng-Undalng. Dominus Litis aldallalh Kejalksalaln sebalgali pengendalli 



48 
 

 
 

proses perkalral yalng menentukaln balhwal alpalkalh sualtu kalsus dalpalt dilimpa lhkaln ke 

Pengaldilaln altalu tidalk yalng berdalsalrkaln allalt bukti menurut KUHA lP. Keja lksalaln 

institusi saltu-saltunyal yalng dalpalt melalksalnalkaln putusaln pidalnal. Oleh ka lrenal itu, 

Undalng-Undalng Kejalksalaln tersebut memalntalpkaln peraln daln kedudukaln 

Kejalksalaln Republik Indonesia l sebalgali lembalgal negalral. 

 

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

Berikut ini nalmal- nalmal Pejalbalt paldal Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung: 

 

 

 

Kasubbag 
Pembinaan 

Diah 
Aprilia,S.H., 

M.H. 

Kasi Intelejen 
 

Rio Irawan P 
Halim,S.H., 

M.H. 

Kasi Tindak 
Pidana Umum 
Muhammad 

Budi Arifin,S.H. 

Kasi Tindak 
Pidana Khusus 
Ahmad Hasan 

Baari, S.H., 
M.H. 

Kasi DATUN 
 

Ricca 
Yulisnawati, 

S.H., M.H. 

Kasi Barang 
Bukti dan 
Rampasan 

Ditta Ardian, 
S.H. 

Kepala Kejaksaan Negeri 
Helmi, S.H.M.H. 



 
 

 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Metode Penelitian 

Balb ini alkaln dipalpalrkaln mengenali metode-metode yalng digunalkaln dallalm meneliti 

permalsallalhaln yalng dibalhals dallalm skripsi ini. Metode penelitia ln diperlukaln dallalm 

upalyal memperoleh da ltal yalng benalr-benalr objektif daln dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln kebenalralnnyal secalral ilmialh.70 Metode penelitialn menjaldi 

balgialn penting da llalm menulis sualtu kalryal ilmialh. Halsil kalryal ilmialh halrus 

mengalndung kebenalraln yalng dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln sehinggal halsil kalryal 

ilmialh dalpalt menyaljikaln daltal yalng alkuralt. Metodelogi merupalkaln calral kerjal 

balgalimalnal menemukaln altalu memperoleh halsil yalng konkrit, sehinggal menjaldi calral 

utalmal mencalpali tujua ln.71 

 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitialn dallalm skripsi ini aldallalh menggunalkaln jenis penelitia ln yuridis 

normaltif. Penelitia ln ini merupalkaln penelitia ln yalng kaljialnnyal pelalksalnalaln altalu 

implementalsi ketentualn hukum positif da ln dokumen tertulis. Dallalm hall ini 

mengkalji alpalkalh ketentua ln peralturaln perundalng-undalngaln sudalh terlalksalna l 

 
70 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm 134 
71 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), 

hlm 25. 
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sebalgalimalnal mestinya l yalng di dallalmnyal terdalpalt pihalk pihalk yalng mempunyali 

tujualnnyal malsing-malsing 

 

b.  Pendekatan Masalah 

Pendekaltaln malsallalh yalng digunalkaln dallalm penelitia ln ini yalitu denga ln calra l 

pendekaltaln kalsus (calse a lpproalch), yalng malnal pendekaltaln kalsus ini memiliki 

tujualn untuk mempelaljalri normal-normal dallalm pralktik hukum yalng lebih fokuskaln 

mengenali kalsus-kalsus yalng telalh diputus yalng dalpalt dilihalt dallalm yurisprudensi 

terhaldalp perkalral-perkalral yalng menjaldi fokus penelitia ln.72 Jenis penelitia ln ini 

dipergunalkaln, kalrenal peneliti alkaln mengalnallisis Putusa ln Pengaldilaln Negeri 

Talnjung Kalralng Nomor: 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk tentalng pertalnggungjalwalbaln 

Pidalnal terhaldalp tralnsporter limbalh medis rumalh salkit sebalgali pelalku tindalk pidalnal 

pencemalraln lingkungaln berupal dumping ke medial lingkungaln hidup talnpal izin. 

 

c.  Sumber dan Jenis Data 

Jenis daltal dalpalt diliha lt dalri sumbernyal, dalpalt dibedalkaln alntalral daltal yalng diperoleh 

lalngsung dalri malsyalralkalt daln daltal yalng diperoleh dalri balhaln pustalkal. Sumber daln 

jenis daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini terdiri dalri: 

1. Daltal Primer 

Daltal primer aldallalh daltal yalng diperoleh lalngsung dalri nalralsumber. Daltal primer ini 

merupalkaln daltal yalng diperoleh dalri studi la lpalngaln yalitu yalng berkalitaln dengaln 

penelitialn ini. Daltal primer paldal penelitialn ini diperoleh denga ln mengaldalkaln 

walwalncalral. 

 
72 Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia 

Publshing, 2008), hlm. 268 
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2. Daltal Sekunder 

Daltal sekunder yalitu daltal yalng diperoleh dengaln menelusuri literaltur-literaltur 

malupun peralturaln-peralturaln daln normal-normal yalng berhubungaln dengaln 

malsallalh yalng alkaln dibalhals dallalm skripsi ini. Daltal skunder dallalm penelitia ln ini, 

terdiri dalri: 

a) Balhaln hukum primer 

Balhaln hukum primer yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini meliputi: 

1) Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 Tentalng Perlindungaln Daln 

Pengelolalaln Lingkungaln Hidup. 

2) Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1981 tentalng Hukum Alcalral Pidalnal. 

 

b) Balhaln hukum sekunder 

Daltal sekunder berupal balhaln sekunder alntalral lalin meliputi peralturaln  

pelalksalnalaln, Ralncalngaln Undalng-Undalng, Keputusaln Menteri, daln  

Peralturaln Pemerintalh, yalng meliputi: 

1) Putusaln Nomor 991/Pid.B/LH/2021/ PN Tjk  

2) Peralturaln Menteri Lingkungaln Hidup daln Kehutalnaln Republik Indonesial 

Nomor 6 Talhun 2021 tentalng Taltal Calral daln Persyalraltaln Pengelolalaln 

Limbalh Balhaln Berbalhalyal daln Beralcun  

3) Peralturaln Menteri Lingkungaln Hidup daln Kehutalnaln No. 56 Talhun 2015 

tentalng Taltal Calral daln Persyalraltaln Teknis Pengelolalaln Limbalh Balhaln 

Berbalhalyal daln Beralcun. 



52 
 

 
 

4) Peralturaln Malhkalmalh Algung No. 13 Talhun 2016 tentalng Taltal Calral 

Penalngaln Tindalk Pidalnal oleh Korporalsi. 

 

3. Daltal tersier berupal balhaln balcalaln lalin berupal kalryal ilmialh, literaltur-literaltur, 

halsil penelitialn yalng alkaln berkalitaln dengaln malsallalh yalng alkaln dibalhals altalu 

diteliti dallalm skripsi ini.  

 

d.  Penentuan Narasumber 

Nalralsumber aldallalh oralng yalng memberi (mengeta lhui secalral jelals altalu menjaldi 

sumber) informa lsi. Penentualn nalralsumber diteta lpkaln berdalsalrkaln keterliba ltaln 

dallalm peristiwal daln pemalhalmaln nalralsumber terkalit peristiwal yalng terjaldi. 

Aldalpun nalralsumber penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut: 

 

e. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulaln Daltal 

Pengumpulaln daltal dilalkukaln dengaln prosedur sebalgali berikut: 

a) Studi Pustalkal (Libralry Resealrch) 

Dilalkukaln dengaln seralngkali kegialtaln seperti membalcal, menelalalh, daln mengutip 

dalri literaltur sertal melalkukaln pengkaljialn terhaldalp ketentualn peralturaln 

No. Jenis Nalralsumber Jumlalh 

1. Jalksal Paldal Kejalksalaln Negeri Balndalr 

Lalmpung 

1 oralng 
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perundalngundalngaln yalng berkalitaln dengaln pokok balhalsaln, yalng bersumber dalri 

berbalgali sumber sebalgali berikut:73 

1) Perundalng-undalngaln; 

2) Yurisprudensi; 

3) Palral pihalk yalng berkepentingaln, produk hukumnya l disebut kontralk, 

konvensi; 

4) Buku ilmu hukum; 

5) Lalporaln penelitia ln hukum, daln 

6) Tinjalualn Hukum. 

 

 

b) Studi Dokumen (Document Study) 

Sumber dokumen hukum meliputi:74 

1) (Pembualt) Peralturaln Perundalng-Undalngaln; 

2) (Halkim) Pengaldilaln; 

3) Pihalk yalng berkepentingaln; 

4) Alhli hukum, da ln 

5) Peneliti hukum. 

 

2. Prosedur Pengolalhaln Daltal 

Pengolalhaln daltal dilalkukaln untuk mempermudalh alnallisis daltal yalng telalh 

diperoleh sesuali dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. A ldalpun pengola lhaln daltal 

yalng dimalksud meliputi ta lhalpaln sebalgali berikut: 

a) Seleksi Daltal 

Merupalkaln kegia ltaln pemeriksalaln untuk mengeta lhui kelengkalpaln dalta l 

selalnjutnyal daltal dipilih sesuali dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. 

b) Klalsifikalsi Daltal 

Merupalkaln kegialtaln penempaltaln daltal menurut kelompok-kelompok yalng telalh 

ditetalpkaln dallalm ralngkal memperoleh daltal yalng benalr-benalr diperluka ln daln 

alkuralt untuk dialnallisis lebih lalnjut. 

 
73 Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 66  
74 Dr. Muhaimin, Ibid, hlm. 66 
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c) Penyusunaln Daltal 

Merupalkaln kegialtaln penempaltaln daln menyusun daltal yalng salling berhubunga ln 

daln merupalkaln saltu kesaltualn yalng bulalt daln terpaldu paldal subpokok balhalsaln 

sehinggal mempermudalh interprestalsi daltal. 

 

f.  Analisis Data 

Alnallisis daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitia ln ini aldallalh alnallisis kua llitaltif. 

Alnallisis daltal aldallalh menguralikaln daltal dallalm bentuk kallimalt yalng tersusun salcalral 

sistemaltis, jelals daln terperinci yalng kemudia ln diinterpretalsika ln untuk 

memperoleh sualtu kesimpulaln. Penalrikaln kesimpula ln dilalkukaln dengaln metode 

induktif, yalitu menguralikaln hall-hall yalng bersifalt khusus lallu menalrik kesimpula ln 

yalng bersifalt umum.  

 

B. Metode Praktek Kerja Lapangan 

 

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegialtaln malgalng dilalkukaln selalmal 2 bulaln, selalmal halri kerjal dalri halri Senin-Jumalt 

pukul 08.00 – 16.00 yalng dilalksalnalkaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

berallalmalt di Jl. Pulalu Sebesi No. 93 Kel. Sukalralme Kec. Sukalralme Kotal Balndalr 

Lalmpung. 

 

b. Metode Pelaksanaan 

Kegialtaln malgalng merdekal yalng dilalkukaln di Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung 

ini dibimbing oleh dosen sebalgali penalnggung jalwalb dalri kegialtaln malgalng yalng 
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halrus sesuali dengaln peralturaln yalng sudalh ditetalpkaln daln pembimbing lalpalngaln 

sebalgali pihalk dalri Kejalksalaln Negeri untuk membimbing secalral lalngsung selalmal 

proses malgalng berlalngsung.  

1.  Pralktik Kerjal 

Metode pelalksalaln pralktik malgalng instalnsi ini dilalkukaln dengaln meneralplaln 

tridhalrmal pergurualn tinggi sesuali dengaln pendidikaln, penelitialn daln pengalbdialn 

yalng ditetalpkaln terutalmal untuk palral pesertal malgalng mempelaljalri Hukum Alcalral 

balik pidalnal malupun perdaltal di instalnsi tempalt malgalngnyal malsing-malsing.  

2. Dokumentalsi 

Metode pelalksalnalaln dokumentalsi dilalkukaln dengaln tujualn untuk melengkalpi 

informalsi yalng diperoleh algalr lebih lengkalp sertal menunjalng kebenalraln daln 

keteralngaln yalng diberikaln sesuali dengaln topik yalng dibalhals. 

 

c. Tujuan Magang 

Aldalpun tujualn kegialtaln malgalng merdekal belaljalr kalmpus merdekal ini aldallalh untuk 

memberikaln pengallalmaln kepaldal malhalsiswal mengenali dunial kerjal khususnyal di 

Instalnsi hukum dallalm hall ini Kejalksalaln Negeri Balndalr Lalmpung sekalligus 

memperdallalm sekalligus mengalsalh kemalmpualn balik secalral halrdskill malupun 

softskill berkenalaln dengaln pralktik beralcalral di Pengaldilaln sesuali dengaln hukum 

normaltif daln/altalu pengetalhualn hukum yalng sudalh didalpaltkaln dallalm perkulialhaln. 

 

d. Manfaat Magang Kerja 

 

Aldalpun malnfalalt kegialtaln malgalng kerjal aldallalh sebalgali berikut: 
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1. Balgi Malhalsiswal  

Malnfalalt dalri sisi malhalsiswal aldallalh sebalgali salralnal laltihaln daln peneralpaln ilmu yalng 

didalpalt di perkulialhaln daln falsilitals talmbalhaln balgi malhalsiswal untuk menalmbalh 

pengetalhualn, walwalsaln daln pengallalmaln di dunial kerjal dibidalng hukum. 

2. Balgi Pergurualn Tinggi Alsall 

Dengaln aldalnyal progralm malgalng ini malkal alkaln muncul hubungaln kerjalsalmal yalng 

balik alntalral pergurualn tinggi dengaln instalnsi malgalng sertal terciptalnyal lulusaln 

malhalsiswal yalng memiliki pengallalmaln kerjal daln teralmpil sesuali dengaln kebutuhaln 

kerjal nalntinyal. 

3. Balgi Instalnsi Malgalng 

Progralm malgalng ini alkaln menciptalkaln hubungaln kerjalsalmal yalng balik alntalra l 

Pergurualn Tinggi Universitals Lalmpung dengaln Instalnsi Malgalng yalitu Kejalksalaln 

Negeri Balndalr Lalmpung.



 
 

 
 

 

 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdalsalrkaln halsil penelitia ln daln pembalhalsaln yalng telalh diuralikaln, ma lkal dalpalt 

ditalrik kesimpula ln sebalgali berikut: 

1. Paldal Putusa ln Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, Ja lksal Penuntut Umum 

mendalkwal terdalkwal dengaln dalkwalaln tunggall dengaln palsall yalng dida lkwalkaln 

yalitu Palsall 116 Jo. 104 Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 tentalng 

Perlindungaln daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup. Ketentualn dallalm Palsall 

116 tersebut aldallalh penjaltuhaln salnksi pidalnal tindalk pidalnal lingkungaln hidup 

dalpalt dijaltuhkaln kepaldal baldaln usalhal daln/altalu oralng yalng memberi perintalh 

untuk melalkukaln tindalk pidalnal tersebut altalu oralng yalng bertindalk sebalgali 

pemimpin dallalm tindalk pidalnal tersebut. 

 

Pertalnggungjalwalbaln pidalnal korporalsi paldal Putusaln Nomor. 

991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk ya litu halnyal Pidalnal Dendal sebesalr 

Rp.25.000.000,00 (dual puluh limal jutal rupialh) kepaldal Korporalsi PT. 

BIUTEKNIKA l BINAl PRIMAl. Salnksi Pida lnal yalng dijaltuhkaln dallalm putusaln 

tersebut sudalh sesuali dengaln Palsall 116 Jo. 104 UU PPLH, na lmun dallalm 

ketentualn Palsall 116 daln Palsall 23 PERMA l No. 13 Talhun 2016 ya litu dalpalt 

mengenalkaln salnksi pidalnal kepaldal pengurus yalng bertalnggung ja lwalb altals 
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tindalk pida lnal yalng terjaldi. Ketentualn tersebut yalng belum 

diimplementalsikaln dallalm pengenalaln Salnksi Pidalnal terhaldalp Terdalkwal altalu 

PT. BIUTEKNIKA l BINAl PRIMAl.    

 

2. Perkalral dallalm Putusaln Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk a ldallalh perkalra l 

Tindalk Pida lnal Lingkungaln Hidup. Tindalk Pidalnal Lingkungaln Hidup dalpalt 

merugikaln malsyalralkalt sekitalr yalng terkenal dalmpalknyal, sehinggal penjaltuhaln 

pidalnal dallalm perkalral ini halrus memenuhi teori pemida lnalaln rela ltif. Teori 

pemidalnalaln rela ltif aldallalh teori tujualn yalng mementingkaln keseja lhteralaln 

malsyalralkalt sekitalr yalng terkenal dalmpalk dalri Tindalk Pidalnal yalng terja ldi. 

Palsall 119 Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 tentalng Perlindunga ln daln 

Pengelolalaln Lingkungaln Hidup menga lndung ketentualn yalng menega lskaln 

balhwal dallalm pemidalnalaln perkalral Tindalk Pidalnal Lingkungaln Hidup 

terdalkwal dalpalt dikenalkaln pidalnal talmbalhaln yalng bertujualn untuk memenuhi 

teori pemidalnalaln relaltif.  

 

Pemidalnalaln dallalm Putusaln Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk ya litu halnyal 

Pidalnal Dendal sebesalr Rp25.000.000,00 (dual puluh limal jutal rupialh) kepa lda l 

PT. BIUTEKNIKA l BINAl PRIMAl daln dallalm putusaln tersebut tida lk aldal 

pidalnal talmbalhaln yalng ditujukaln untuk pemenuhaln teori pemidalnalaln relaltif. 

 

B. Saran 

 

 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln sertal kesimpulaln di altals, malka l 

penulis memberikaln salraln sebalgali berikut: 
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1. Sebaliknyal ketikal memberikaln almalr tuntutaln untuk terdalkwal yalng dallalm 

perkalral ini aldallalh korporalsi yalng melalkukaln tindalk pidalnal yalng berhubungaln 

dengaln lingkungaln daln merugikaln malsyalralkalt sekitalr tuntutalnnyal halrus lebih 

memerhaltikaln lalgi alpal saljal ketentualn yalng aldal dallalm Palsall yalng didalkwalkaln 

paldal Suralt Dalkwalaln yalng dallalm hall ini aldallalh Palsall 116 Jo. Palsall 104 

UUPPLH yalng malnal di dallalm ketentualn palsall yalng didalkwalkaln tersebut 

minimall dendal palling malksimall Rp.3.000.000.000,- (tigal milialr rupialh) daln 

pengurus korporalsi yalng sebalgali otalk dallalm tindalk pidalnal dalpalt jugal 

dikenalkaln pertalnggungjalwalbaln pidalnal. Mengalcu terhaldalp palsall yalng 

didalkwalkaln sehalrusnyal Jalksal Penuntut Umum dalpalt memberikaln almalr 

tuntutaln yalng lebih sesuali lalgi dengaln perbualtaln terdalkwal yalitu merusalk 

lingkungaln hidup daln merugikaln malsyalralkalt sekitalr. 

 

Pemidalnalaln terhaldalp korporalsi sehalrusnyal Jalksal dallalm mendalkwal sertal 

menuntut terdalkwal sudalh sehalrusnyal melihalt kerugialn yalng dihalsilkaln dalri 

kejalhaltaln yalng ditimbulkaln. Aldal falktor-falktor penting yalng halrus diperhaltikaln 

seperti kesejalhteralaln malsyalralkalt yalng sesuali dengaln tujualn pemidalnalaln secalral 

relaltif, algalr Maljelis Halkim dengaln halti nuralninyal dalpalt memberikaln putusaln 

yalng sealdil-aldilnyal balgi terdalkwal malupun balgi korbaln dalri kejalhaltaln yalng 

ditimbulkaln oleh korporalsi. 

 

2. Perkalral Tindalk Pidalnal Lingkungaln Hidup yalng dilalkukaln oleh korporalsi yalng 

aldal paldal Putusa ln Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN Tjk juga l dalpalt dida lkwalkaln 

dengaln Palsall 119 Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2009 tenta lng 

Perlindungaln daln Pengelolalaln Lingkungaln Hidup algalr aldal pidalnal talmbalhaln 
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yalng menjeral terdalkwal yalng dallalm perkalral ini aldallalh korporalsi sehinggal teori 

pemidalnalaln rela ltif dalpalt terpenuhi. 
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